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ABSTRAK
Santoso, Irfan.04210021) Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya.
Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyamikérsitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimipibrs. H. M. Fauzan
Zenrif, M.Ag.

Kata kunci: Penggunaan, Aset Wakaf, Produktif.

Praktek pelaksanaan wakaf produktif yang terjadMdsjid Baitul Huda
Desa Kebonsari Kelurahan Mronjo Kec. Selopuro KBlitar, sekilas berbeda
dengan materi hukum Islam dalam pandangan fighi'yah maupun hukum
positif. Pelaksanaannya yaitu penguftis’mir) masjid memberikan wewenang
kepada orang lain untuk mengelola dan merawat \wakaf produktif berupa
sawah, dengan konsekuensi ia harus mau mekjaaddzindan mau memelihara
kebersihan masjid. la juga diberi keluasan dan @ untuk merawat dan
memelihara sawah itu dengan tanaman apapun deygeaat &anah tersebut tidak
boleh dijual, disewakan atau dipindah ke pihak.l&elaksanaan kedua, wakaf
dikelola sendiri olehNadzir, melihat dirinya tidak memiliki pekerjaan selain
merawat tanah wakaf sebagai kegiatan sehariNedzir. Dalam keadaan miskin,
untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, tumpuladzir adalah panen/hasil
dari tanah wakaf tersebut, dasar penggunaan hadbfwoleh Nadzir adalah
dalam merawat sawah ia juga mengeluarkan biayatetzaga, sehingga ketika
panen ia mengambil sebagian dari hasil panen tarsebtuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau hutang untuk pembiaysmaawatan sawah wakaf.
Selanjutnya sisa dari pengambilan Nadzir diserahkeapada masjid untuk
memenuhi kemaslahatannya.

Dengan demikian rumusan masalahnya adalah, pentamfsecara pribadi
aset wakaf masjid di desa mronjo dan status hukemapfaatan wakaf mas;jid
untuk kebutuhan sehari-hari bagi pengelola miskenanut UU No. 41 Tahun
2004 dan figh syafiiyyah

Penelitian ini merupakan penelitian literafluibrary Research)dengan
Pendekatan Konseptug&tonceptual approach)Sumber data yang digunakan
meliputi primer yaitu karya Imam Syafi’i serta Tanjan UU 41 Tahun 2004 dan
sekunder. Dengan cara-cara analisis atau penafsilamm yang dikenal, seperti
penafsiran autentik, penafsiran menurut tata bahpeaafsiran berdasarkan
sejarah perundang-undangan atau berdasarkan sejarkbm, penafsiran
sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran gg®lpenafsiran fungsional atau
penafsiran futuristik. Penelitian ini dilakukan den tujuan untuk mengetahui
tentang konsep Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagigelolanya Di Desa
Mronjo Selopuro Blitar (Tinjauan UU No. 41 TahunO20Dan Figh Syafi'iyyah).

Adapun hasil penelitian ini adalah, Pengelola mdasthan dan
menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo ukntkepentingan dan
kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selaygutnembolehkan pengelola
wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu senchaupun dari sumber lain
dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapaternrmaa gaji dan upah 10%
(sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahngatastidak bertentangan
dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.



ABSTRACT

Santoso, Irfan (04210021). The using of asset @diyetive donation for the user.
Faculty of islamic low (syari’ah), al ahwal al syekyah department. The state
islamic uniiversity of Maulana Malik Ibrahim Malanghe conselor lecturer
Drs.H.M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Keyword: using, asset of donation, productive

Practice execution of productive donation owngrstinat happened in
Mosque of Baitul Huda Kebonsari Mronjo Selopurotdii is different from
matter of Islamic law in the Syafi'lyyah figh an$@ positive law. Its execution
that is official member ( Mosque Ta'mir) gives aurity to others to manage and
take care of productive donation ownership assé¢henform of rice field, with
consequence he have to will become Muaddzin andleak after hygiene of
mosque. He is also given freedom and broadnesdkéeociare of and look after that
rice field with any crop on condition that the laméy not be sold, to be rented or
moved to other. The second execution, donation gexhdy Nadzir, he do not
have work besides taking care of donation as dadivity of Nadzir. In a
impecunious, to fulfill requirement every day, ns&ay’s Nadzir is crop from
donation land, base usage of donation result by i@l taking care of rice field
he also need energy and expense, so that wherhertagke some of eat to fulfill
everyday requirement or debt for the defrayal donatice field. The rest of
intake of Nadzir delivered to mosque to fulfill itaportant.

The problem is exploiting mosque communal assetgo@lly in Mronjo
and punish exploiting of mosque communal for evayydequirement to
impecunious organizer according to UU No. 41 Y&®and Syafi'iyyah figh.

The research is library research, with conceptapproach. Data source
that use envelop primary, it is the imam Syafi'uspand the observation of UU
41 year 2004 and secondary by analyzing on int&poa of grammar,
interpretation based on history of regulation osdzhon low history, systematic
interpretation, sociological interpretation, thegplo interpretation, functional
interpretation or futuristic interpretation. Therpase of this research is to know
about concept of the using of asset of productmeation for the user in Mronjo
Selopuro Biitar (UU No. 41 year 2004 and Syafi'igyeigh).

The result of this research is organizer explodl ase asset of mosque
productive donation in Mronjo for interest and gaiequirement of organizer’s
family. Allow the organizer to take part of dormatiyield it self or from another
sources with no excessive. The organizer can atbesalary 10% (ten percent)
from donator or judge in that area and it is alse islamic law (syariah) and
ordinance of obligation.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi atau lembaga sosial yang nmelugey nilai sosial
ekonomi adalah lembaga perwakafan yang merupakémjian dari ajaran
tauhid, berdasarkan bahwa segala sesuatu berpyachk kesadaran manusia
akan kewujudan Allah Swt. Dari kesadaran dalam mignusia menumbuhkan
solusi berupa perwakafan yang merupakan perwujddanupaya menyetarakan
keadilan sosial, demi mencapai kemaslahatan manusia

Prinsip harta wakaf dalam ajaran Islam adalah ukéwkaslahatan umat,
sebagaimana ungkapan bahwa wakaf produktif merumpgleaanberian dalam

bentuk benda yang bisa diusahakan dan dikembangkany manfaatnya



digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan Gm&ehingga lembaga
perwakafan merupakan salah satu lembaga yang dapadlistribusikan hasil
pemilikan harta dengan seimbang dan merata dalaam rsosial.

Ungkapan senada bahwa wakaf produktif berfungsikukéesejahteraan
masyarakat yang tuntutannya tidak bisa dihindagi, ladengan kondisi Negara
pada saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, ygmantas membutuhkan
partisipasi dari berbagai pihak.

Untuk itu wakaf produktif tidak hanya terdapat daalajaran Islam yang
selama ini menjadi pedoman masyarakat, tetapigigfar dalam undang-undang
hukum positif yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2@&0tang wakat.

Menurut hukum positif maupun Islam, pemanfaatantahavakaf itu
diperuntukkan untuk kepentingan umum, bukan kepgati pribadi. Melihat
wakaf dalam tradisi masyarakat sudah tidak asigg l@ahkan perwakafan ini
sudah mentradisi dan melembaga sepanjang manus{anagki dalam pengertian
dan pengistilahan yang berbeda-beda). Tetapi, pemgatentang sumber hukum,
tatacara, prosedur dan praktik perwakafan dalanukeimdang-undang bisa di
bilang baru*

Adapun undang-undang yang mengatur benda-benda f wiadkak

bergerak dan penggunaannya lebih banyak untuk kegan ibadah mahdhah,

! Abdul Ghofur AnshoriHukum dan Praktik Perwakafan di Indongs{¥ogyakarta, P.T. Pilar
Media, 2006), hal. 90.

2 Ahmad Djunaidi, Thobib Al-AsyharMenuju Era Wakaf Produkfif(Jakarta, P.T. Mumtas,
2007), hal. 90.

* Ibid, hal. 90.

* Ahmad Djunaidi, Thobib Al-Asyhat.oc.Cit,. hal. 23.



seperti masjid, mushalla, pesantren, dan kuburamg yemestinya kegunaannya
untuk mendongkrak dan meningkatkan kualitas ekomoasyarakat.

Praktik perwakafan yang tidak dilakukan dengan-cara konvensional
yang dalam praktiknya rentan timbulnya persoalamhkbn terkadang harus
berakhir di pengadilan, lantaran adanya perbedaasepsi dan sengketa dalam
perwakafan. Kondisi ini ditemukan dengan maraknydikasi yang mengarah
pada praktik penyimpangan dalam pengelolaan beeddsbwakaf (tanah dan
uang).

Oleh sebagian orang, wakaf dianggap sebagai aebingga bisa
diperjual-belikan. Kondisi yang semacam ini tidadnya berdampak buruk bagi
tradisi pengelolaan wakaf semata, melainkan jugan akenodai nilai-nilai luhur
agama yang mengkatagorikan wakaf sebagai bagianilwetah dan bentuk
ketaatan manusia kepada Allah Swit.

Sebagai salah satu instrument ekonomi yang berdim sosial,
perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dstens pemilikan dalam
Islam. Pemilikan harta benda dalam Islam harus rtdise dengan
pertanggungjawaban moral, artinya segala sesuatta(benda) yang selama ini
dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, hadipsrtanggungjawabkan
secara moral. Selanjutnya dalam ideologis bahwasaflagian harta seseorang

menjadi hak bagi pihak lain secara istimewa, y&tuta untuk kesejahteraan



sesama, seperti fakir miskin dan yatim piatu ata&erchakan ke lembaga-
lembaga sosial.

Aset wakaf dapat berupa benda tidak bergerak daadabdergerak.
Salah satu contoh dari wakaf benda tidak bergedaftah tanah. benda wakaf
berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk pembanguasgjdimmushalla, madrasah
dan tempat-tempat yang bermanfaat bagi kepentimgeyarakat umurh.

Benda wakaf berupa tanah dapat juga dimanfaatkamk ysertanian,
perkebunan, perikanan, tambak ikan dan lain-lagmwBkafan yang semacam ini
dapat disebut sebagai wakaf produktif. Sehingg@@etaan sawah dalam Islam
itu dapat dilakukan dengan sistem bagi hasil seprrzara’ahdanMukhabarah.
dari muamalah itu terdapat akad/kontrak perjanjearg jelas dan mengikat.

Selain itu, dalam memelihara dan merawat masjidgpeis(Ta'mir)
masjid diperbolehkan untuk mengambil upah/gaji #asil amalariyah dengan
pantas dan tidak berlebihan.

Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya hesagvah, tetapi
dapat berupa benda-benda yang dapat diambil magéatelanjutnya hasilnya
dipergunakan untuk kepentingan masjid, yang mamyaatdapat dinikmati
masyarakat. Untuk mendapatkan manfaat dari waqadakaya pengelola waqgaf
mengelola dengan baik dan penggunaannya juga daepaakan oleh masyarakat,
hasil wagaf betul-betul ditasarrupkan sebagaimagstinya.

Praktek pelaksanaan wakaf produktif yang terjadvdsjid Baitul Huda

Desa Kebonsari Kelurahan Mronjo Kec. Selopuro KBlitar, sekilas berbeda

*Sumuran HarahapPanduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Stratélji Indonesia
(Jakarta: Direktorat pemberdaya Wakaf, 2007), $:&l.
®Ibid., hal. 17.



dengan materi hukum Islam dalam pandangan fighi'yyah maupun hukum
positif.

Pelaksanaannya vyaitu pengufiis’mir) masjid memberikan wewenang
kepada orang lain untuk mengelola dan merawat \wakaf produktif berupa
sawah, dengan konsekuensi ia harus mau mekjaaddzindan mau memelihara
kebersihan masjid. la juga diberi keluasan dan lk&ken untuk merawat dan
memelihara sawah itu dengan tanaman apapun deygeaat &anah tersebut tidak
boleh dijual, disewakan atau dipindah ke pihak.lain

Pelaksanaan kedua, wakaf dikelola sendiri deldzir, melihat dirinya
tidak memiliki pekerjaan selain merawat tanah wadafagai kegiatan sehari-hari
Nadzir. Dalam keadaan miskin, untuk memenuhi kebutuhanarsebhari,
tumpuhanNadzir adalah panen/hasil dari tanah wakaf tersebuty geseygunaan
hasil wakaf oleNadzir adalah dalam merawat sawah ia juga mengeluarlega bi
dan tenaga, sehingga ketika panen ia mengambilgsebalari hasil panen
tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari htdang untuk pembiayaan
perawatan sawah wakaf. Selanjutnya sisa dari pdng@mNadzir diserahkan
kepada masjid untuk memenuhi kemaslahatannya.

Melihat panen di Desa Mronjo menuai hasil dua kafiftuk ukuran
pertanian di Desa tersebut rata-rata menjadi tuaapuhidup Nadzir. Pada
umumnya ia menyamakan pengelolaan sawah wakaf desgseorang yang
mengelola sawah orang lain, sehingga mendapatkemncsdari hasil panen sawah
tersebut. Selain itiNadzir sangat minim pemahamannya tentang tata cara dan

pengelolaan tanah wakaf, sehingga penggunaannygimpang dari hukum yang



berlaku. MelihaNadzir hidup dalam keadaan serba kurang, maka dapatiikpre
semua kebutuhannya mengambil dari hasil wakaf. Mpala ia juga mempunyai
penghasilan lain yang sifat hasilnya tidak tentu.

Adapun luas tanah sawah wakaf Masjid Baitul Hudarjbr adalah
1320 M yang memiliki tipe tanah subur dengan ditopangcawgan irigasi yang
memadahi serta perawatan yang maksimal, sehingglaplaaen dari tanah seluas
1320 M ditaksir mencapai 7 (tujuh) sampai 8 (delapan)nkali padi basah.
Dengan hasil tersebuidadzir yang miskin dapat memenuhi kebutuhannya dan
dapat membayar kembali hutang-hutang dalam pendmayserawatan tanah

wakaf tersebut.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Praktek Penggunaan Aset Wakaf Masjid Baggelolanya di
Desa Mronjo?
2. Bagaimana Hukum Penggunaan Wakaf Masjid Untuk KegerHidup
Bagi Nadzir Miskin Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Ddfigh

Syafi'iyyah?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Praktek Penggunaan Aset Wakaf uktddMasjid

Bagi Pengelolanya Di Desa Mronjo



2. Untuk Mengetahui Hukum Penggunaan Wakaf Produki#spd Untuk
Keperluan Hidup BagNadzir Miskin Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Dan Figh Syafi'iyyah.

D. Manfaat Penelitian
1. Teoritis
a. Sebagai sumbangsih pengetahuan teori Praktek PemmguAset
Wakaf Produktif Masjid Bagi Pengelolanya Di DesaoN]p.
b. Sebagai sumbangsih pengetahuan berupa teori HukemggBnaan
Wakaf Produktif Masjid Untuk Keperluan Hidup Bagadzir Miskin
Hukum Penggunaan Wakaf Masjid Untuk Keperluan HidBggi

Nadzir Miskin Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Figh Syafah.

2.  Praktis

a. Peneliti
Sebagai landasan praktek bagi peneliti khususnya g para
pembaca pada umumnya di bidang Penggunaan Asetf\Wedduktif
Masjid Bagi Pengelolanya yang miskin, baik mendenurut UU 41
2004 Dan Figh Syafi'iyyah.

b. Lembaga Perwakafan
Selain itu dapat juga digunakan sebagai landasaagi hukum

perwakafan, selanjutnya direalisasikan di berbdganbaga yang



mengelola wakaf produktif baik menurut UU No. 4dhtin 2004 Dan

Figh Syafi'iyyah.

E. Definisi Operasional

1. Penggunaan
Upaya menjadikan hasil sesuatu menjadi bergundeiananfaaf.

2. Aset
Kekayaan yang mahal hargargya.

3. Wakaf
Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakdémk kepentingan
umum?

4. Produktif
Sesuatu yang bersifat atau mampu menghasilkanaséears menerus
untuk membentuk unsur-unsur bafu.

5. Pengelola

Satuan pengurus yang mengelola suatu lemBaga.

F. Penelitian Terdahulu
1. Farach, Dinia Nailul (01210024) PEMAHAMAN  WAKAF

PRODUKTIF BAGI PENGELOLA ASET WAKAF (Kasus di Pondok

" Tim RedaksiKamus Besar Bahasa Indonesjdakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 323.

8 Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barkgmus Iimiah Populer{Surabaya: P.T. Arkola, 2003),
hal. 49.

° Tim Redaksi.Loc.Cit.,hal. 1266.

'%Ibid., hal. 897.

" pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Bar@p.Cit., hal. 434.



Pesantren An Nur Il Bululawang Kab. Malang), Jurusd-Ahwal al-
Syakhsyiyah, Fakultas Syari‘ah, Universitas Islasg@ti (UIN) Malang,
2006. Dosen Pembimbing Isragunnajah, M.Ag.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan, bahwa secanam tingkat
pengetahuan pengelola mengenai perwakafan prodokifip tinggi.
Bahkan pengelola tidak lagi beranggapan dan begpikivakaf itu terbatas
pada benda-benda tidak bergerak, tetapi bisa jiggmakan untuk hal-hal
lain yang bersifat produktif. Dari salah satu peamabn pengelola terdapat
relevansi dengan praktek perwakafan yang ada diN&n Il, mereka
memahami wakaf produktif sebagai wakaf yang bisakdmbang,
menghasilkan dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat
. Khoiron, Yajid. 2001.Validitas Prosedural Perwakafan Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar (Tinjauan PP
No. 28 Tahun 1977 Permendagri No. 06/Tahun 197KijipsS, Jurusan
Syari’ah Program Studi al-Ahwal Al-Syakhsiyah, SekoTinggi Agama
Islam Negeri Malang. Dosen Pembimbing: Bapak Desndddin M.A.

Berawal dari sebuah realita di lapangan, bahwa kpatean
perwakafan yang sering terjadi adalah kurang seferagan aturan-aturan
yang berlaku, pada hal dalam pelaksanaan dan mémgehya sudah ada
aturannya yang mengatur yaitu PP No. 28/ Tahun 18ahmang
Perwakafan Tanah Milik. Kemudian dengan adanyat®@ma Pemerintah
tersebut berarti secara yuridis segala hal yandcalian dengan hal

tersebut hendaknya sesuai dengan aturan yang beizam hukum



Islam, sebenarnya juga sudah ada aturan yang nuendahgan jelas
tentang perwakafan, yaitu dengan adanya syaratsgan rukun-rukun
yang harus dipenuhi dan dilaksanakan ketika prpsesakafan. Namun
dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak hadtejadian yang belum
sesuai dan harus kita cermati. Oleh karena itu Ilgenertarik untuk
mengangkat dan meneliti tema tersebut dalam setkrgdsi dengan judul
“Validitas Prosedural Perwakafan Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. (Tinjauan PP No. 28 Tahun
1977 Permendagri No. 06/Tahun 1977)".

Kemudian dalam penulisan skripsi ini dapat disirkpaol
bahwasanya pelaksanaan prosedural perwakafan @dintéean Kanigoro
ternyata masih perlu banyak pembenahan dan perhdkeena dari hasil
penelitian ternyata masih banyak terdapat bebdw@arangan yang harus
segera dibenahi. Namun demikian ternyata dalam-s&ggi yang lain,
seperti dalam hal pengelolaan harta wakaf sudahdistakan bagus dan
sempurna, terbukti dengan adanya beberapa perkganbamlalam
pengelolaannya. Oleh karena itu untuk menunjanglikoryang sesuai
dengan aturan yang berlaku maka dapat penulis ka&kankbahwasanya
sosialisasi terhadap PP No. 28/ Tahun 1977, padsyarekat sangat
penting dan masih perlu diintensifkan, mengingatdisi riil masyarakat
Kecamatan Kanigoro yang nota bene belum banyak emahgdan

mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut.



Melihat penelitian saudara Dinia Nailul Farach yangnitikberatkan
pada sisi Pemahaman Wakaf Produktif dan Yajid Kimiyang memfokuskan
prosedur-prosedur perwakafan, maka dalam hal inelge akan melanjutkan
penelitiannya dan menitikberatkan pada sisi penggmndan pengelolaan aset

wakaf produktif yang berupa tanah.

G. Metode Penelitian

Metodologi adalah metode ilmu, cara-cara dan lamg&agkah yang
tepat untuk menganalisa sesugtu.

Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kgggrisresearch yang
diterjemahkan dengan ris&®eseachtu sendiri berasal dari kate, yang berarti
"kembali", danto search,yang berarti mencari. Dengan demikian arti selar
"riset" adalah mencari sesuatu kembali.

Menurut Whitney, penelitian adalah pencarian atas sesuatquify)
secara sistematis dengan penekanan bahwa pencariailakukan terhadap
masalah-masalah yang penting untuk dipecahkan.

Dengan dua definisi di atas dapat disimpulkan, @Eahwetodologi
penelitian adalah langkah-langkah metode ilmu daa-cara untuk mendapatkan
kebenaran ilmiah melalui pencarian dengan sistemddéin objektif, terhadap

masalah yang penting untuk dipecahkan.

2 pjus A. Partanto dan M. Dahlan al-Baramus limiah Populer(Surabaya: P.T. Arkola,
1994), hal. 461.

3 Moh. Nazir,Metode Penelitian(Jakarta: P.T. Ghalia Indonesia, 1988), cetidl, 12.

“Ibid., hal. 13.



1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian dispat
dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum noifmaebagai kegiatan
sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan pemeliikkum yang bersifat
normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjaueum, sebagai
seorang yang disengaja dididik untuk memahami dangoasai disiplin
hukum?™

Sebagai calon sarjana hukum peneliti akhirnya mekam dan
memberanikan diri untuk menguak isu yang berkembargtang
penggunaan wakaf untuk kepentingan pribadi, yateyreeini masyarakat
daerah peneliti tidak memperhatikan dampak penggunsakaf secara
pribadi tersebut.

Kegunaan Penelitian Normatif

Kegunaan metode penelitian normatif ialah:

a) Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagamatanaukum
positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu idamerupakan
tugas semua sajana hukum.

b) Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (sepeigiatan,
tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta sosaritifikat, kontrak
dan sebagainya) yang sangat diperlukan masyatd&bini menyangkut

pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim dambgteja

!> Sunaryati HartonoPenelitian Hukum Di Indinesia Pada Akhir Abad Ke-2Bandung: P.T.
Alumni, 1994), hal. 139.



c) Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukim.

d) Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepadg tam apakah
dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwva atmalah yang
tertentu.

Melihat tujuan penelitian hukum normatif tersebugka tujuan peneliti
sendiri dalam studi adalah untuk mengetahui darad@pmasyarakat peneliti
tentang status hukum penggunaan hasil wakaf unteerkingan pribadi
pengelola/Nadzir.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitianhukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkammiaf dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jama@a pendekatan yang
digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

Pendekatan Konseptug@onceptual approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pgaciaan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukyreneliti akan menemukan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hykwmsep-konsep hukum dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang gihddlemahaman akan

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebuupakan sandaran bagi

18 bid., hal, 140.



peneliti dalam membangun suatu agumentasi hukuamdalemecahkan isu yang
dihadapi-’

Isu yang berkembang mengenai Nadzir yang menguamiaht wakaf
Masjid di daerah peneliti, bahwa hasil wakaf dina@atifan sendiri oleh Nadzir
yang miskin. Melihat isu yang seperti itu, maka gigntergugah untuk meneliti
dan mencocokan melalui pendekatan konsep yangglibasieh Imam Syafi'iyah
yaitu tentang wakatf.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Secara harfiah “data” berarti fakta atau kenyatédant). Akan tetapi
dalam penelitian, istilah tersebut dipakai dalar yang lebih luas, karena di
samping data primer, penelitian sosiologi juga ngemngkan data sekunder yang
terdiri dari bahan-bahan pustaka. Dengan demikiatyk penelitian sosiologi,
data lebih dipakai dalam arti keterangan inform@asi.

Di dalam penelitian hukum pun diperlukan juga pesetan fakta-fakta
sebagaimana dijelaskan oleh Jacobstein dan Merdkya dalam penelitian
hukum normatif terutama yang dilakukan oleh pakasga pengacara, hakim dan
notaris) pengumpulan fakta dan analisisnya diparukebelum fakta-fakta ini
digolongkan atau dikualifikasikan sebagai peristwaum?®®

Oleh karena itu hasil kualifikasi menghasilkan nh@saatau peristiwva
hukum yang dapat diteliti lebih lanjut dengan matfipada indeks masalah atau

daftar isi laporan tentang laporan hukum.

7 Ibid., hal. 95.

18 Wojowasito dan Poewadarmint&amus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggri€@andung:
Hasta, 1980), hal. 37.

19J. Myeon Jacobstein and Roy. M. MersRy|lach’s Fundamentals Of Legal Researhhl. 10.



Bagi penelitian hukum normatif, bahan-bahan primerdiri atas
undang-undang dasar dan berbagai dokumen resmi garguat ketentuan
hukum, termasuk akta notaris dan kontrak, sedandkatbook, monograf,
laporan penelitian dan sebagainya, merupakan bedlamder.

Sedangkan pengumpulan data atau bahan-bahan pyangr peneliti
lakukan adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Inféyafi’i dan tidak melupakan
karangan pengikut Imam Syafi'i. Akan tetapi tidakensia kitab peneliti
kumpulkan, peneliti hanya mengambil kitab merekagyaocok dengan kontek
dan isu yang peneliti pecahkan.

a. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfétersi
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-batmakum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatamiratau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusasaputakim.

Rujukan sumber data atau bahan hukum peneliti adala
Syafi'iyah. Berhubung adanya keterbatasan, maka eliien
menggunakan sumber-sumber berupa buah karya Imafiigsah
berupa buku meliputi{Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratu al-*Ain,
Bughyat al-Mustarsyidin dan kifayah al-ahyagtau kitab yang
membahas tentang wakaf maupun bahan pustaka ylangrre

Sumber data merupakan komponen yang esensial dalam
penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Arief fam¢c bahwa

untuk mendapatkan sumber data tersebut, dilakukeherbpa



pendekatan antara lain, adanya interaksi sosial yantara peneliti
dan subyek penelitian. Kedua dokumen pribadi yamgiga bahan-
bahan dan buku, tempat dimana orang mengungkapkagad kata
mereka sendifi’
b. Sekunder
Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tehtdagn
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Pgblikatang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukwm3l-jurnal
hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
Termasuk bahan skunder yang peneliti gunakan dalam
memecahkan masalah ini adalah pendapat-pendapaivaidf dan
buku-buku yang membahas wakaf. Usaha ini dilakukebagai
penguat hukum yang tertulis dalam kitéBathul Mu’in bi Syarhi

Qurratu al-‘Ain, Bughyat al-Mustarsyidin dan kifayal-ahyar).

4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan teafa lsarus dilakukan
menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukung giikenal, seperti penafsiran
autentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafstvardasarkan sejarah

perundang-undangan atau berdasarkan sejarah hupenafsiran sistematis,

2 Arief Furchan,Pengantar Metoda Penelitian KualitatfSurabaya: Usaha Nasional, 1992), hal.
23.

% peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum(Jakarta : Kencana, 2005), hal. 141.



penafsiran sosiologis, penafsiran teologis perafsiungsional atau penafsiran
futuristik >

Cara penafsiran atau kombinasi yang digunakanr&rgg kepada jenis,
tujuan, serta pandangan penelitiannya. Seorang lyarsikap dogmatis tentu saja
hanya akan menggunakan cara penafsiran autentijagjikal atau interpretasi
wetshistoris, sedangkan orang yang menganut pabaiolagis atau fungsional
menggunakan juga cara penafsiran sosiologis, tsottas fungsional.

Akhirnya peneliti yang ingin menemukan suatu atas &aidah hukum
untuk masa mendatang menggunakan metode peneditisial dan futuristik
untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sag®leologis dan fungsional.
Bagaimanapun juga peneliti hukum vyang futuristiknptinarus memulai
penelitiannya dengan cara penafsiran autentik, gfi&ad, historis dan sistematis
dan membandingkannya dengan hasil-hasil penafsirkam secara teologis atau
fungsional.

Baru pada saat-saat terakhir ia harus mengadakeampmanakah yang
menurut pendapatnya merupakan norma atau asaggéing baik. Akan tetapi,
pilihan inipun akan terikat pada norma dalam kadansti(UUD 1945) dan filsafat
kenegaraan (Pancasila) yang ia anut.

Jelaslah bahwa ketajaman pisau analisis hukum temgg kepada
pemahaman dan penguasaan metode-metode penafsiaan keéahlian
memadukannya dengan metode penelitian lainnya dp&mslitian yang bersifat

interdisipliner.

22 Sunaryati HartonaQp.Cit., hal. 152.



H. Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahasan peneliti membagi mie®j@Enam) bab:

1. Bab I. Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan M#dsalTujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi OperasipR&nelitian Terdahulu,
Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab Il. Wakaf dalam Perspektif Figh, meliputi: Perigan Wakaf, Hukum
Wakaf, Nadzir Wakaf Hak dan Kewajiban Nadzir Dan RafaDalam
Perspektif UU No. Tahun 2004, mencakup: Dasar HulRemerintahan
RI, Tata Cara Pelaksanaan Wakaf, Pendaftaran T@feaf, Perubahan
Status dan Penggunaan Tanah Wakaf dan StrategeélBkramn Wakaf Produktif.

3. Bab lll. Wakaf Masjid dan Penggunanya, meliputingtian Wakaf
Masjid, Macam-Macam Wakaf Masjid, Akad dalam Wakdasjid,
Pengelolaan Wakaf Masjid, Hak dan Kewajiban Nad¢zakaf Masjid.

4. Bab IV. Penggunaan Hasil Wakaf Masjid untuk KepamluHidup,
meliputi: Profil Nadzir, mencakup: Nadzir dan KosidKeluarga Nadzir
dan Ekonomi Nadzir. Hasil Pengelolaan Wakaf Magj@ncakup: Luas
Tanah Wakaf, Sistem Pengelolaan dan Hasil PengelolRenggunaan
Hasil Pengelolaan Wakaf Masjid untuk Keperluan iidmeliputi: Kasus
Penggunaan, mencakup: Cara Penggunaan dan JumiaiguRaan.
Pandangan Figh Syafi'iyyah, mencakup: Tentang Gaaggunaan dan
Tentang Jumlah Penggunaan. Wakaf Dalam PerspeldtiNo. 41 Tahun
2004, mencakup: Unsur Wakaf dan Peruntukan Hama8&Vakaf.

5. Bab V. Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Rekomendas



BAB I

WAKAF DALAM PERSPEKTIF F1QH SYAFI'IYYAH

A. Wakaf Dalam Perspektif Figh Syafi'iyyah

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yaniggpgang tidak
memiliki rujukan yang eksplisit dalam kitab suctQ@ilir'an. Oleh karena itu,
ulama telah melakukan identifikasi untuk mencaduik kata sebagai sandaran
hukum. Hasil identifikasi mereka juga akhirnya nhiliean ragam nomenklatur
wakaf yang dijelaskan pada bagian berikut:

1. Wakaf Sebagaial-Khayr

Wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak migmrujukan yang
eksplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ulama é&edapat bahwa perintah
wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakakalhayr (secara harfiah

berarti kebaikan). Dasarnya adalah firman Allahag@bberikut:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamsujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, sup&genu mendapat
kemenangaf’

Taqgiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini alAasqi
menafsirkan bahwa perintah untuk melakuledsKhayr berarti perintah untuk
melakukan wakat! Penafsiran menurut al-Dimasqi tersebut relevangaen
firman Allah tentangvasiyat.
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Artinya: Kamu diwajibkan berwasiat apabila sudahdaliangi (tanda-tanda)
kematian dan jika kamu meninggalkan harta yang banyntuk ibuk bapak dan
karib kerabat dengan cara yang ma’ruf, (ini adal&@wajiban atas orang-orang
yang berimarf®

Dalam ayat tentang wasiat, kataKhayr diartikan sebagai harta benda.
Oleh karena itu, perintah melakukakKhayr berarti perintah untuk melakukan
ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai dipnbadah kebendaan
berakar padal-Khayr. Allah memerintahkan manusia agar mengerjakannya.

Wakaf merupakan kebaikan universal dan dianggapk baieh
masyarakat, baik pengikut agama maupun orang-oyamg tidak beragama.
Meskipun demikian, wakaf untuk kepentingan secampies dapat dibedakan

menjadi dua:Pertamawakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non-

? Q.S.al-Haijj, Juz 22 ayat 77.

24 Taqy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini airiasqi,Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat
al-Ikhtishar,Juz I, (Semarang: Toha Putra, Tth), hal. 319.

% Q.S.al-Bagarah,Juz 2, ayat. 180.



muslim), seperti wakaf untuk jalatKedua wakaf yang digunakan hanya oleh
umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan tamangs@man muslim®

2. Wakaf Sebagai Sadagallariyah

Dalam hadist dikatakan bahwa wakaf disebut dengdekahjariyah.

Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bageam sedekah. Secara umum
sedekah dapat dibedakan menjadi dua, sedekah yajilg dan sedekah yang
sunnah. Sedekah yang sunnah pun dapat dibedakgadndoa pula, sedekah
yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan skdelay pahalanya senantiasa
mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartéelgh meninggal dunia.
Sedekah yang terakhir disebut wakaf. Imam Muslinriweyatkan dari Abu
Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sewsabda:

A5 Ala 35 5l 4 il e 5143 )5 48500 4596 (e ) Alas el HLANT a1y
Artinya: Seluruh pahala perbuatan manusia terpugymbila telah meninggal
dunia, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilgang bermanfaat dan anak
saleh yang senantiasa mendoakanfiya.

Imam Muslim menempatkan hadist tersebut tidak didbajudul bab al-
Wakaf, tetapi ditetapkan dengan judul pahala yampgrdleh manusia setelah
meninggal dunia.
3. Wakaf dan al-Ahbas
Selain sedekahariyah, wakaf disebut pula dengaal-Habs, secara
bahasaal-Habs berarti al-Sijn (penjara), diam, cegahan, rintangan, halangan,

tahanan dan pengamanan. Gabunganagteabsdengaral-Mal berarti wakaf®

% Sumuran Harahagranduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Sjimtdi Indonesia.
(Jakarta: Depag. R.l. 2007), hal.15.

" Imam Muslim dan Shahih Muslim, (Bandung: Dahlath)TJuz II, hal. 14.

2 Ahmad RafigHukum Islam di IndonesigJakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997) AS4l.



Penggunaan katal-Habs dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa
riwayat. Pertama dalam hadis riwayat Imam Bukhai dbnu ‘Umar yang
menjelaskan bahwa ‘Umar Ibnu al-Khatab datang kapddbi Saw, meminta

petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar, kdian Nabi Saw bersabda:

Artinya: Bila engkau menghendaki, tahanlah pokokmden sedekahkanlah
hasilnya (manfaatnya).

Imam Bukhari selanjutnya mengutip penjelasan Ibtumar yang
mengatakan:
Tl 4 e o S 05 18 (8 S35 L il 1 A Dl 1y R
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Artinya: ‘Umar ra. Menyedekahkan tanahnya di Khaib@nah itu tidak dijual,

tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan kepadarmg-orang fakir, kerabat,
hamba, kepentingan umum, tamu dan ibnu sabil. Ongrygy memeliharanya
dibolehkan memakan hasil dari tanah tersebut dengama yang ma’ruf atau
dengan cara yang baik yang tidak berlebilfn.

Selanjutnya dalam hadis riwayat Ibnu Abbas (yangddian alasan
hukum oleh Imam Abu Hanifah) dijelaskan bahwa N&bihammad Saw,
bersabda:

A i 8 aY

Artinya: Harta yang sudah berkedudukan sebagaatirkharta pusaka) tidak lagi
termasuk benda wakat.

Ketiga, sebab nuzul (salah satu) ayat dalam sumalisa’ dalam

penjelasan Imam Syuraih bahwa:

29 |mam Bukhari dan Shahih al-Bukhari, Juz IIl, (Seamay: Thaha Putra, 1981), hal. 196.
30 Ali Fikri, al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyalyz 1I, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi
wa Awladuh, 1938), hal. 300.



Artinya: Nabi Muhammad Saw, menjual benda wékaf.

Atas dasar sejumlah riwayat tersebut, nomenklakafvdalam kitab-
kitab hadis dan fikih tidaklah seragam. Al-Syarkhdalam kitab al-Mabsut
memberikan wakaf dengan al-Wagf. Imam Syafii dalddatab al-Umm
memberikan nomenklatur dengan al-H&bBahkan Imam Bukhari menyertakan
hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur dealgéfashaya’ Oleh karena
itu, secara teknis wakaf disebut dengan al-HalzJadmah jariyah dan al-wagf.

4. Wakaf dan Siyasah Amaliyah

Seperti yang telah disinggung bahwa wakaf merupdbamgian dari
ibadah kebendaar{maliyah) dalam Islam. Oleh karena itu konsep wakaf
berhubungan dengan konsep harta dalam Islam.

Harta dalam Islam memiliki beberapa keduduk#&ertama harta
dipandang sebagai titipan, amanat, atau fiffiakedua harta yang digunakan
bukan untuk kebaikan, dapat mencelakakan pemilikdyeh karena itu dalam al-
Quran, dikatakan bahwa sebagian harta berkeduds&bagai musufr. Ketiga

harta berkedudukan sebagai perhiasan dan per&kas.

31 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesi&aftia Darul Ulum Press, 1997), hal.
300.

% Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'ial-Umm, Juz IIl, (Mesir: Maktabah Kuliyah al-Azhariyah,
Tth), hal. 51.

% Bukhari, Shahih al-Bukhari, hal. 185-199.

3 Q.S.at-TaghaabunJjuz 15 ayat 65.

%Q.S. at-Taghaaburuz 14 ayat 64.

%Q.S. Ali ImranJuz 3 ayat 14.



Atas dasar-dasar ayat tersebut, Hendi Suhendi $iergalan bahwa
manusia bukan pemilik harta secara mutlak, melairkegpemilikannya dibatasi

oleh hak-hak Allah atau hak orang I&/n.

B. Definisi Wakaf
1. Bahasa

Wakaf menurut bahasa adalah “al-Habsu”, yang berdaa kata
Habasa-Yahbisu-Habsamenjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan.
Kemudian kata ini berkembang menjdtHabbasa” dan berarti mewakafkan
harta karena Allaf®

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kefaqafa(fiil madhi) Agifu (fiil
mudhari’) Waqgfan (isim masdar)yang berarti berhenti atau berdiri. Imam
Antharah dalam syairnya berkatdntaku tertahan disuatu tempat, seolah-olah
dia tahu agar aku bisa berteduh ditempattu.

Selain itu wakaf juga berasal dari katagafasinonim dengartiabasa
dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat atanahan. Katal-Waqf
adalah bentukMasdar (gerund) dari ungkapanWagqgfu al-Syai’ yang berarti
menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakakrszmengan katal-Habs.
Kalimah Habisu Ahbisu Habsandan kalimah: Ahbasu Uhbisu Ahbaasan,

maksudnya adalah menaHan.

37 Rachmat DjatnikoTanah Wakaf(Surabaya: al-Ikhlas. 1983), hal. 17.

3 Adijani al-Alabij. Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan RekktJakarta: Rajawali
Pers. 1989), hal. 25.

39 Umransyah AlieDiktat Tentang Hibah, Wasiat dan Wakéanjarmasin: STIHSA. 1987), 49.
0 Abdul Ghofur Anshori,Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesfogyakarta: Pilar
Media, 2006), hal. 7.



2. Istilah

Wakaf menurutistilah syara’ adalah “menahan harta yang mungkin
diambil manfaatnya tanpa menghabiskan dan merusakiadanydAinnya)dan
digunakan untuk kebaikét.

Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf ads¢gmnis pemberian
yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan mengbemilikan) asal, lalu
menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dinamaksal ialah menahan
barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskajuatl dihibahkan, digadaikan,
disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemamnfgatadalah menggunakan
sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tampalan.

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakafasestiégah (hukum).
Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yangagam, sesuai dengan
perbedaan madzhab yang mereka anut. Baik dari &etaziman atau
ketidaklazimannya. Syarat pendekatan di dalam raasa@akaf ataupun posisi
pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Dan, apa-gpng berkaitan dengan
wakaf, seperti persyaratan serah terima secaraslsamgan sebagainya.

Merujuk kepada para Imam madzhab empat dan pengiereka.
Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam SyafiAhmad bin Hanbal,
wakaf didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal
Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwvekaf

adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kd@miwakif, setelah

4! Faisal Hag, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Ind@ye@tasuruan: Garoeda Buana Indah,
1993), hal. 5.



sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak bolehakuan apa saja

terhadap harta yang diwakafkan, seperti, perlakoamilik dengan cara

memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, bargdn tukar menukar
atau tidak®?

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tesebutakiddapat
diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan maaf harta yang
diwakafkannya kepaddauquf Alaih sebagai sedekah yang mengikat,
dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumgdwanersebut. Apabila
wakif melarangnya, mak®adli berhak memaksanya agar memberikannya
kepadaMauquf Alaih.Karena itu madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf
yakni, tidak melakukan suatu tindakan atas suanddeyang berstatus
sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan nanja kepada suatu
kebajikan®®
almam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'i. Mendsfikan wakaf

dengan, menahan harta yang dapat diambil manfadiokan untuk
dirinya, sementara benda itu masih ada dan maygaigunakan untuk
kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

b. Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir, mendefiniatk wakaf dengan,
menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengafaga keamanan
benda tersebut dan memutuskan kepemilikan bararggbig dari
pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Ibn HagdfHaitami dan

Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan, menahata hy@ng bisa

2 Tim RedaksiParadigma Baru Wakaf di Indonesi@akarta: Depag. R.l. 2007), hal. 3.
*Ibid., hal. 4.



dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersetbemgan
memutuskan kepemilikan barang tersebut dari penyiéikuntuk hal
yang dibolehkar*

2. Menurut Madzhab Hanafi

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam marsiedin
wakaf. Menurutnya wakaf adalah menahan suatu bsefag menurut
hukum, tetap milik si wakif dalam rangka memperdam manfaatnya
untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pikam harta wakaf tidak
lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menaakkgmbali dan ia boleh
menjualny&’

Jika si wakif wafat maka harta tersebut menjadichaarisan buat
ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf adaladngumbangkan manfaat
dari benda yang diwakafkan. Jadi madzhab Hanafidefernsikan wakaf
dengan, Tidak melakukan suatu tindakan atas suatdah yang berstatus
tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan mtya kepada suatu
pihak kebajikan. Baik sekarang maupun akan datarfgerbedaan ini
bersumber dari masalah-masalah yang mereka petgatat'®
3. Madzhab Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu tidak med&pa harta
yang diwakafkan kepada pemilikan wakif, namun wakesebut mencegah

wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan rkd@nnya atas

4 Tuhfat Al-Muhtaj dengan syrh minhajlid 6, him. 235, darHasyiyah Qalyubi dan Hasyiyah
Umairah jilid 3. hal. 97

5 paradigm Baru Wakaf di Indonesiac.Cit.,hal. 2.

“bid., hal. 2.



harta tersebut kepada yang lain. Dan wakif berkibaaj menyedekahkan
manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafn
4. Madzhab Imamiyah
Dalam madzhab Imamiyah berbeda dalam segi kepemildtas
benda yang diwakafkan yaitu menjadi milMauquf Alaih, meskipun
Mauquf Alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas beraleafw
tersebut, baik menjual atau menghibahkariflya.
5. Rukun Wakaf
Sempurna dan tidaknya wakaf sangat dipengaruhiwisbr-unsur
yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masingagasnsur-unsur
tersebut harus saling menopang satu dengan laiK®eradaan yang satu
sangat menentukan keberadaan yang lain. Adapunm-unsur atau rukun-
rukun wakaf tersebut menurut sebagian besar uldfaékiyah, Syafi'iyah,
Zaidiyah dan Hanabilah) adalah:
a. Ada orang yang berwakaf (Wakif).

Bagi orang yang berwakaf, di syaratkan ia adalangryang ahli

berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara relakatidak

karena dipaksa. Seperti juga disyaratkan bagi péman pembeli,

maka yang dimaksud dengan “ahli berbuat kebaikasinhidialah

orang yang berakal (tidak gila atau tidak bodoidak mubadzir

(karena harta orang mubadzir di bawah walinya), tedigh*®

b. Ada harta yang diwakafkan (Mauquf).

“"bid., hal. 4.
48 Rachmadi UsmamHukum Perwakafan di Indonesi@akarta: Sinar Grafika. 2009), hal. 59.



Untuk barang yang di wakafkan, ditentukan syaraagai berikut:
1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketiicenbil
manfaatnyd”’
2) Kepunyaan orang yang berwakaf.
3) Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pmlehb
diwakafkan seperti halnya boleh di hibahkan atsewakan.
4) Bukan barang haram atau nafls.
c. Tujuan wakaf/penerima wakaf (Mauquf ‘Alaih).
Mauquf ‘Alaih tidak bertentangan dengan nilai-nileadah, hal ini
sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah bsafian dari
ibadah. Mauquf ‘Alaih harus merupakan hal-hal yerghasuk dalam
katagori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnyapakan hal-
hal yang dibolehkan menurut nilai hukum Islam.
d. Ada akadSighat).
Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikehkak dengan
tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dappahami
maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisaat dgpergunakan
menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan ganaidhanya bagi
orang yang tidak dapat menggunakan dengan casanuéitau lisan.

Tentu saja pernyataan dengan isyarat tersebut lsampai benar-

9 Farida Prihatini dan WirdyaningsiHukum Islam Zakat dan Wak#fakarta: P.T. FKUI. 2005),
hal. 112.

* saroso dan Nico NgariTinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Mi{ikogyakarta:
Liberty. 1984), hal. 8.

*1 Abdul Ghofur AnshoriQp.Cit., hal. 27,



benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapamghiadari
persengketaan di kemudian h&ri.

e. Ada pengelola wakaffadzir
Nadzir adalah orang, organisasi atau badan hukurg yeaemegang
amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaiksbaiknya
sesuai dengan wujud dan tujuannya.

f. Ada jangka waktu yang tak terbafés.
Para fugaha berbeda pendapat tentang syarat permBneantara
mereka ada yang mecantumkannya sebagai syaratadtajga yang
tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antagala yang
membolehkan wakaf muaggat (wakaf untuk jangka weddtentu).
Pendapat pertama yang menyatakan bahwa wakaf &arbsrsifat
permanen, merupakan pendapat yang didukung oleloritesyulama

dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah.

C. Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islamy yaenyangkut
kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibajiai’iyah (ibadah sosial). Karena
wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adaladapeian kepada Allah Swt
dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebaajkibat daripada

wakaf sebagai ibaddhllahi Ta’ala. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut

52 bibd., hal. 28.
%3 bid., hal. 25.



murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semat@mpangabdian kepada Allah
Swt. Sementara itu dampak negatifnya adalah keyiatkaf tersebut dianggap
sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apathamumkan kepada orang
lain. Akibatnya wakaf semakin sulit untuk diider#si secara pasti.

Menurut Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini bahwa tnuk wakaf
adalah boleh(Jaiz). Demikian juga menurut Imam Syafi'i dalam kitab Hat
Qarib al-Mujib, bahwa hukum melaksanakan wakafauableh(Jaiz)>*

Salah satu ikhtilaf ulama dalam bidang perwakafdaladn mengenai
kepemilikan dan hukum status benda yang telah difikak. Menurut Abu
Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetdik mihak yang mewakafkan
karena akad (transaksi) wakaf termasad ghyr lazim(tidak menyebabkan
pindahnya kepemilikan benda wakaf) kecuali wakalukimmasjid, wakaf yang
ditetapkan dengan keputusan hakim, wakaf wasiat wiakaf kuburan. Oleh
karena itu benda yang telah diwakafkan selain wakgbat tersebut dapat dijual,
diwariskan dan dihibahkan. Benda wakaf berubah aderyenda waris ketika
pihak wakif telah meninggal dunia.

Abu Yusuf (penerus dan pengikut aliran Hanafi) paalaalnya
sependapat dengan Abu Hanifah tentang kebolehajuahd&enda wakaf .

Ketika melakukan ibadah haji bersama Harun al-Riasfbu Yusuf
melihat benda-benda wakaf yang telah dilakukan gbelna sahabat Nabi
Muhammad Saw di Madinah. Di Madinah Abu Yusuf meradkan bahwa benda

wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariska

** Muhammad Ibnu Qasim al-GhaBath al-Qarib al-Mujib,(Surabaya: al-Hidayah, Tth), hal. 39.
5 Abi Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi al-$yafl-Mabsuth,Juz XI, (Beirut: Dar al-
Kutb al-‘limiah, 2001), hal. 23-24.



Kemudian Abu Yusuf mengubah pendapatnya, sehinggatidak
sependapat lagi dengan gurunya, kemudian ia belatu saja berita ini sampai
kepada Abu Hanifah r.a. pasti beliau mencabut peatdga.

Bagi ulama Syafi'iyah, wakaf itu mengikat dan kaeya tidak bisa

ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikamdliwariskan oleh wak®

D. Nadzir Wakaf

Nadzir wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukumg ya
memegang amanat untuk memelihara dan mengurus \hakaf sebaik-baiknya
sesuai dengan wujud dan tujuannya.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menpalizir asalkan ia tidak
terhalang melakukan perbuatan hukum. akan tetalaiukidadzir itu adalah
perseorangan, ada beberapa syarat yang harus lkiipgsmu yaitu; beragama
Islam, dewasa, dapat dipercaya, serta mampu s@@Er@ni dan rahani untuk
menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan niéagta wakaf.

Sama halnya Wakif, Nadzir meliputi:

1. Perorangan
Syarat-syaraiNadzir perorangan adalah, warga Negara Indonesia,
beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jatamarahani dan
tidak terhalang melakukan perbuatan hukdm.

2. Organisasi

*% |bid., hal. 40.
57 Jaih MubarokWakaf Produktif(Bandung: Refika Offset, 2008), hal. 154.



Syarat-syaratNadzir organisasi adalah, pengurus organisasi yang
bersangkutan memenuhi syarat-sya¥aidzir perorangan dan organisasi
yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pemathdikemasyarakatan
dan keagamaan Islam.

3. Badan Hukum

Sedangkan syarat-syar&tadzir badan hukum adalah, pengurus
organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-shad#ir perorangan,
badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengaratupan
perundang-undangan yang berlaku dan organisasi Yyemgangkutan
bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakalan keagamaan
Islam?>®

Dengan demikiarNadzir perorangan, organisasi atau badan hukum
diharuskan warga Negara Indonesia. Oleh karenaatga Negara asing,
organisasi asing dan badan hukum asing tidak besgadi Nadzir wakaf

di Indonesia.

E. Hak Dan Kewajiban Nadzr

Selanjutnya hak adalah kekuasaan atau kewenangamabesesuatu
karena telah ditentukan oleh undang-undang damratuSedangkan kewajiban
adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seg&bBrSebagai pelaksana
hukum, Nadzir memiliki hak-hak dan kewajiban. Adapun hak-i&dzir dalam

wakaf adalah:

%8 |bid., hal. 155-156.
*9 Tim RedaksiOp.Cit., hal. 139.
0 pid., hal. 1266.



1. Nadzirberhak mendapatkan imbalan, upah atau bagian mak$D% dari
hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dangpelbgngan harta benda
wakaf.

2. Nadzir berhak mendapatkan pembinaan dari menteri yangamgemi
wakaf dan badan wakaf Indonesia untuk melaksanakgas-tugasnya
secara benar dan baik.

Selanjutnya kewajibaNadzirdalam wakaf adalah:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf isdsngan
tujuan, fungsi dan peruntukannya.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakatf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakafidsa’
Syarat-syarat umum yang harus dimiliki wakif daladzir adalah
beragama Islam, dewasa atau baligh, berakal daak ttdrhalang
melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat aesgisivbkif adalah
pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan daratysyarat asasi
bagi Nadzir adalah amanah, mampu menjadi Nadzir secara fesik d
non fisik, serta warga Negara indonesia. Kelihagaraalam ketentuan
mengenai syarat-syarat wakif dadadzirtidak terdapat syarat takmili.
Nadzir diharuskan warga Negara Indonesia menyangkut teten

politik agar warga asing tidak menguasai fasilita®im umat Islam.

61 Jaih MubaroklLoc.Cit., hal. 155.



Di samping itu, dari segadd al-Dzari'ah(tindakan preventif), akibat
dari ketentuan ini adalah agar harta benda wa#lak tterlantar karena
tidak terurus oleh Nadzirnya dan dari skh al-Dzari’ah (membuka
media atau jalan), tujuan dari ketentuan ini addatta benda wakaf
berdayaguna secara maksimal guna meningkatkan akésean

masyarakat Islarff

F. Wakaf Dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan saranenddal yang amat
penting dalam memajukan perkembangan agama. SebalumUU No. 41
Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indoneg#uiddalam PP No. 28
Tahun 1977 tenttang perwakafan tanah milik dankgei@rcover dalam UU No. 5
Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agrariamuyh, peraturan
perundangan tersebut hanya mengatur benda-bendaf wdak bergerak dan
peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadahdhah, seperti masjid,
musholla, pesantren dan kubufan.

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan peruemlaegwakafan di-
regulasikan agar perwakafan dapat diberdayakan dikembangakan lebih
produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakéfesebut berupa UU No.
41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerita 42 Tahun 2006

tentang pelaksanaannfa.

%2 paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, 2007. Depasteigama RI, hal. 155.
% oc.Cit.,hal. 89.
* Ibid., hal. 89.



1. Dasar Hukum Pemerintahan RI

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yangatmemgasalah

perwakafan di Indonesia, yaituJndang-undang No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.®® Dalam Undang-undang ini dapat dijelaskan dalane kzeia
substansi dibawah ini:

a.

S

N

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk amfi@atkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesumgjath kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umuenurut
syariah.ketentuan umum dan pasal 2).%°

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkdtetentuan ini
merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sghiigrta benda
wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikuramgumenya oleh
wakif dengan alas an apapupagal 3).

Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri lnegki untuk menggali
potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatikank kepentingan
ibadah dan memajukan kesejahteraan unfpasal 5).°’

Dalam setiap perbuatan wakaf harus memenuhi umgurnya, |jasal 6)
yaitu:

1) Wakif

2) Nadzir

3) Harta Benda Wakaf

4) Ikrar Wakaf

5) Peruntukan Harta Benda Wakaf

6) Jangka Waktu wakaf.

Pihak yang ingin mewakafkan (Wakif) meliputagal 7).°®

1) Perseorangan 2) Organisasi 3) Badan hukum

Demikian juga bagi nadzir wakaf meliputpa&al 9)

1) Perseorangan . 2) Organisasi 3) badan hukum.

2. Adapun nadzir mempunyai tugapagal 11)

1) Melakukan penadministrasian harta benda wakaf

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf isdesngan
tujuan, fungsi dan peruntukannya.

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaiidsa

Salah satu terobosan dalam Undang-undang ini adadalgaturan

benda wakaf bergerak berupa uang dan sejenisny@ @ham dan surat
berharga lainnya), selain harta benda wakaf tidakgdrak (tanah dan
bangunan)gasal 16).%°

% Depag.Op.Cit., hal. 20.
% |bid., hal. 21.
7 bid., hal. 22.
% |bid., hal. 23.
%bid., hal. 26.



Pengaturan ini merupakan salah satu upaya penteragar wakaf

dapat berkembang secara cepat dan dapat dijandehusemua kalangan.
Wakaf uang jika dikelola secara professional dangparan, maka akan
memberikan efek ekonomi yang positif secara revones.

(a) Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilakukdmuneembaga
Keuangan Syari'ah (LKS)pésal 28). Adapun pelaksanaan wakaf uang
secara lebih rinci akan diatur dalam Peraturan Fatah tentang
Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

(b) Dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tause dapat
dimanfaatkan untuk kepentingapagal 22).

(1) Sarana dan kegiatan ibadah

(2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

(3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yapratu, bea
siswa.

(4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

(5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidakebtmgan
dengan syari’ah dan peraturan perundang-undaftgan.

3. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta bendd sedara produktif, nadzir
dapat bekerja sama dengan piha ketiga seperti iDE®stor, perbankan syari'ah,
LSM, dan lain-lain.

4. Perubahan status harta benda wakaf yang sudahafkaakdilarang:fasal 40)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Dijadikan jaminan

Disita

Dihibahkan

Dijual

Diwariskan

Ditukar

Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kécuuntuk
kepentingan umurff.

5. Harta benda wakaf yang sudah berubah statusnyadkadmetentuan pengecualian
sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yaagfaat dan nilai tukar
sekurang-kurangnya sama dengan harta nebda wakafasepasal 41 ayat (3) )

6. Wakaf dengan wasiat dilakukan paling banyak 1/3 jdanlah harta warisan setelah
dikurangi utang pewasiat kecuali dengan persetugefuruh ahli waris pasal 25)."

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbaganglest peraturan

yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakiafiaamh milik. Seperti

dimuat dalam buku Himpunan Peraturan PerundangngastaPerwakafan Tanah
diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dap&kakan inventarisasi

sebagai berikut:

1) UU No. 5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 rignReraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) membgarat bahwa

Ibid., hal. 24.
" Ibid., hal. 25.
2 |bid., hal. 27.
3 Ibid., hal. 28.



“Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur deng®eraturan
Pemerintah”.

2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal a8:tnml961
tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan itakoeumum, maka
terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tankhf’*

3) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggaliii91963 tentang
Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempursiaiNtlik
Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963adailah sebagai
suatu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasayat (2) UUPA
yang berbunyi: “Oleh Pemerintah ditetapkan badatabdaukum yang
dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.

4) Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal &i718177 tentang
Perwakafan Tanah Milik.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977gdah 26
November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mangen
Perwakafan Tanah Milik.

6) Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentangaté@an
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun t&3iggal 10
Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Mlik.

7) Peraturaran Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 18&gal 3
Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mendggiagia
Pendaftaran tanah untuk Badan-badan Hukum terfeada Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978.

8) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalaegedi No. 1
tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang PelaksaReraturan
Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafaahristilik.

9) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakdanis No.
Kep/D/75/78 tanggal 18 april 1978 tentang Formdian Pedoman
Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Perwakafiah Milik.

10)Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tanggsd@stus 1978
Tentang Pendelegasian Wewenang Kepala-kepala Kafitayah
Departemen Agama Provinsi/setingkat diseluruh led@n untuk
Mengangkat atau Memberhentikan setiap Kepala Kamtousan
Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta MYakaf
(PPAIW).

11)Instruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tanggal JL&i 1979
tentang Petunjuk Pelaksanaan Menteri Agama Naamat1978.

12)Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D /E&/14/1980
tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Matdesmgan
Pelampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1888gal 29 Mei
1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yaeigas materai,
dan jenis formulir mana yang dikenakan bea matdeai,berapa besar
bea materainya.

" bid., hal. 29.
S 1bid., hal. 30.



13)Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DIE8/07/1981
tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepalaaba€ingkat |
diseluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwak@farah Wakaf

Milik dan Permohonan Keringanan atau Pembebasan sgsnua

Pembebanan Biay4.

14)Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DE8/11/1981
tanggal 16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberiammblo pada

Formulir Perwakafan Tanah Milik.

Selain berbagai peraturan, instruksi dan edaramrsegisebutkan

terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dabefdur Kepala

Daerah Tk | Sumatra Barat, Sumatra Utara, Nusa JanagBarat,

Daerah Istimewa Aceh, dan DKI Jakarta mengenai &&ardn Tanah

Wakaf di daerah masing-masing.

7. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Figh Islam tidak banyak membicarakan prosedur dengelaksanaan
wakaf secara rinci. Tetapi PP No0.28 Tahun 1977 Bamaturan Menteri
Agama No.1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang léigkap. Menurut
pasal 9 ayat (1) PP No.8 Tahun 1977, pihak yangldlermewakafkan
tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Perkioala Wakaf untuk
melaksanakan Ikrar Wak&f.

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat lkrar Wakahdaal ini
adalah KUA Kecamatan. Dalam hal suatu kecamatak @dla kantor KUA-
nya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala Kldtdekat sebagai
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf di kecamatan beitséHal ini ditentukan
dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan MenteanfagNo.1 Tahun 1978.
Sebelumnya, pasal 2 ayat (1) dan (2) memberi pgtubahwa ikrar wakaf

dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakif tidalpaamenghadap PPAIW,

®Ipid,. hal. 31.
"Rachmadi UsmarHukum Perwakafan di Indonesi@akarta: Sinar Grafika. 2009), hal. 87.



maka wakif dapat membuat ikrar sacara tertulis dengersetujuan dari

Kandepag yang mewilayahi tanah wakéf.

Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No0.28 1977 menentbkawa dalam
dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkamahtaniharuskan
membawa serta dan menyerahkan surat-surat berikut:

a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan gémlainnya.

b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkeét ibépala Kecamatan
setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikagh talan tidak
tersangkut suatu sengketa.

c. Surat keterangan pendaftaran tanah.

d. lzin dari Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerdtepala Sub
Direktorat Agraria Setempat.

8. Pendaftaran Tanah Wakaf

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad,kafidianggap
telah terlaksana dengan adanya lafadz atau siya&upun tidak ditetapkan
oleh hakim. Milik semula dari di wakif telah hilaregau berpindah dengan
terjadinya lafadz, walaupun barang itu masih betigagan wakif®

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam pasal 10(ayat/d (5) PP No.
28 Tahun 1977 dan beberapa pasal Peraturan Mé&gama No. 1 Tahun
1978. Khusus perwakafan yang terjadi sebelum bemkgk PP No. 28 Tahun

1977, tata cara pendaftarannya diatur dalam p&saad 16 Peraturan Menteri

"8 Ibid., hal. 88.

" Ibid., hal. 89.

8 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Pengantar Figih Muamal@lakarta: Bulan Bintang, 1984), hal.
159.



Agama No. 1 Tahun 1978. Dalam hal ini Nadzirlah gyanendaftarkan

kepada KUA setempat. Jika nadzir tidak ada makg yaendaftarkan adalah
wakif, ahli warisnya, anak keturunan nadzir, ataggmta masyarakat yang
mengetahui. Jika tidak ada maka pihak Kepala Desay ynendaftarkan

kepada KUAZ!

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 T&l8#V tentang
Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tand#k Menyebutkan
bahwa “untuk keperluan pendaftaran tanah dan pai@acaperwakafan tanah,
tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biayagpkuran dan materai.

9. Perubahan Status dan Penggunaan Tanah Wakaf

Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, dsivdan diberikan
kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakafrusak, tidak dapat
diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan urkegerluan lain yang
serupa, dijual dan dibelikan barang lain untuk mesien wakaf it¥? Hal ini
didasarkan pada menjaga kemaslahatan (hifzan $lainah).

PP No. 28 tahun 1977 jiwanya paralel dengan kedentslam, yaitu
pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan od@am atau penggunaan
tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalamdaea khusus
penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuanlisedari Menteri
Agama. Sedangkan alasannya dapat berupa:

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, sep@krarkan oleh

wakif.

8 Rachmadi Usmar.oc.Cit., hal. 93.
8 pimpinan pusat MuhammadiyaHimpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyalogjakarta,
Cetakan I, 1971, him. 272.



b. Karena kepentingan umuf.
10. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Bisnis dan Produksi

Arti bisnis sebagai salah satu bagian dari ekoradalahthe buying
and selling of goods and service&sedangkan Skinner menjelaskan bahwa
bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uamg saling menguntungkan
atau memberikan manfaat. Dengan demikian, perusahiaais adalah suatu
organisasi yang terlibat dalam pertukaran baramga,j atau uang untuk
menghasilkan keuntung&hPerbedaan antara “bisnis” dan “ekonomi” antara
lain terletak pada tujuan dan penghitungan keumtmngujuan ekonomi
adalah untuk mencapai kesejahteraan fisik, sedangkaan bisnis adalah
untuk: (1) mendapatkan keuntungan; (2) mempertarankelangsungan
hidup badan usaha atau perusahaan; (3) pertumbbhdan usaha atau
perusahaan; (4) tanggung jawab sosial. Husein Umamegaskan bahwa
tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntufiyan.
b. Regulasi Peraturan Perundangan Perwakafan

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan saranandalal yang
amat penting dalam memajukan perkembangan aganteluge lahir UU
No.41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di led@ndiatur dalam PP
No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milrks#aikit tercover dalam

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokgkarfa. Namun,

% Ipid., hal. 274.

8 pandji AnoragalManajemen Bisni§Jakarta: Rineka Cipta.2004 ), Cet ke3, hal.3-4

8 Husein Umar,Business an IntroductiofJakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Jakarta
Business Research Center. 2003), cet.ke-2. hal.4



peraturan perundangan tersebut hanya mengatur ‘benda wakaf tidak
bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk KemsEm ibadah
mahdhah seperti masjid, musholla, pesantren, kuburanaladain

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perusulgegywakafan
diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan diemtbangkan secara
lebih produktif. Regulasi peraturan perundangamwpkafan tersebut berupa
UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PeraturaneRetah No. 42
Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua pergperamdangan tersebut
memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingaradbh mahdhah juga
menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara Kpifoduntuk
kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Regulasi peraturan perundangan perwakafan terssdmutngguhnya
telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyafalea khususnya umat
Islam. Karena masalah tersebut telah menjadi pmobjang cukup lama
karena belum ada UU yang secara khusus tentang fwalkdingga
perwakafan di negeri kita kurang berkembang sematienal.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahtermasyarakat
menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi.afggi di saat Negara kita
mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasyak pihak. Oleh
karena itu sudah selayaknya umat Islam khususmyantdhsyarakat Indonesia
pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangarakaan tersebut

secara positif. Hadirnya regulasi tersebut merupagaenyempurnaan dari

% Ibid., hal. 6.



beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudallesdmn menambah
hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf asguaduktif dan
professionaf’

Peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP wdkeasebut
memiliki substansi antara lairpertama benda yang diwakafkan (mauquf
bih). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelunimaygya menyangkut
perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyalergiimakan untuk
kepentingan yang tidak produktif, seperti masjiddnasah, kuburan, yayasan
yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainyang&dn UU dan PP wakaf
ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, separtg ¢ash wakaf
saham, surat-surat berharga lainnya dan hak inteleKTentunya ini sudah
merupakan terobosan yang cukup signifikan dalamadp@rwakafan, karena
wakaf seperti uang, saham atau surat berhargay&inmerupkan variabel
penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uangansabtau surat
berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam @kani bukan untuk
dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatirsebagian orang.
Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi dgrdasar wakaf itu
sendiri, karena esensinya adalah agar wakaf uahgs atau surat berharga
lainnya yang diamanatkan kepada nadzir dapat dé&edecara produktif
sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepeamtinkesejahteraan
masyarakat banyak. Aspek kemanfaat@rat (benda yang diwakafkan)

menjadi esensi dari wakaf itu sendiri.

% Ibid., hal. 7.



Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergeraktsepeg, saham
atau surat berharga lainnya diharapkan bisa meakjgan seluruh potensi
wakaf untuk kesejahteraan masyarakat fias.

Kedua,persyaratan nadzir (pengelola harta wakaf). Adaetzga hal
yang diatur dalam UU dan PP Wakaf mengenai nacdakaiy yaitu:

1) Selain perseorangan, terdapat penekanan berupan bageum dan
organisasi. Sehingga dengan menekankan bentuk bladinm atau
organisasi diharapkan dapat meningkatkan peramperaadziran untuk
mengelola wakaf secara lebih baik.

2) Persyaratan nadzir disempurnakan dengan pembenatamjemen
kenadziran secara professional, seperti amanabh,ilikiepengetahuan
mengenai wakaf, berpengalaman dibidang manajemenangan,
kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk faekgn tugas
nadzir.

3) Pembatasan masa jabatan nadzir. Kalau aturan @ergad sebelumnya
tidak mengatur masa kerja nadzir, dalam PP Wakamienjadi point
penting agar nadzir bisa dipantau kenerjanya melalbapan-tahapan
periodik untuk menghindari penyelewengan atau pesiga tugas-tugas
kenadziran.

4) Nadzir dapat menerima hak pengelolaan sebesar malk$0 % dari hasil
bersih pengelolaan pengembangan benda wakaf, agair wakaf tidak

sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanydadij seadanya, tapi

8 paniji AnoragaOp.Cit., hal. 6-7.



benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tumasekingga
mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimmereka kerja di
dalam dunia professional.

Ketiga, menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf @égiang
disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badaakal ini bersifat
independent yang bertujuan untuk membina terhagajziNdalam mengelola
dan mengembangkan harta benda wakaf baik secar@énalasdan
internasional. Sehingga BWI kelak akan mendudukiampekunci, selain
berfungsi sebagai Nadzir juga berfungsi sebagaibHemNadzir sehingga
harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembang&eara produktif.

Keempat menekankan pentingnya pemberdayaan harta benkiaf wa
yang menjadi ciri utama UU dan PP Wakaf ini. Aspangembangan dan
pemberdayaan benda wakaf selama ini memang kelinaéum optimal,
karena disebabkan oleh banyak hal, antara lainnpatenservatisme umat
Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dergata benda wakaf
tidak bergerak. UU dan PP Wakaf ini menekankanipgnya pengembangan
dan pemberdayaan benda-benda wakaf yang mempuntensp ekonomi
tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Kelima, catatan penting dalam UU dan PP ini adalah adketgntuan
pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidamay yAmaksud ditujukan
kepada para pihak yang dengan sengaja menyalatajuriaénda wakaf
dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (liaa)n dan/atau pidana

denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratiia jupiah). Sedangkan



bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntokada wakaf akan
dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, ddana denda paling banyak
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sekkmeanksi administrasi
akan dikenakan kepada lembaga keuangan syari’aRejabat Pembuat Akta
lkrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalahdp&aran benda
wakaf. Ketentuan pidana administrasi ini merupakamosan yang cukup
penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakatangan-tangan
yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuknbegikan aspek jera
bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Dengan adanya UU dan PP Wakaf tersebut yang mersdikangat
pemberdayaan benda-benda wakaf secara produksfegikan dapat tercipta
kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtBlamun, regulasi
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan paekonomian
(khususnya perekonomian berbasis Syari’ah) hargsraedilakukan untuk
mendukung semangat UU dan PP Wakaf dalam rangkabardayakan
wakaf secara produktif. Selama inpolitical will pemerintah terhadap
perbankan Syari'ah masih sangat minim, yaitu haBy&6 dari seluruh
perhatian terhadap perbankan konvensional.

c. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia

Penerimaan wakaf berdasarkan literature sejaralakdkan oleh
institusi Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institudominan dalam sebuah
pemerintah Islam ketika itu. Baitul Mal itulah yahgrperan secara kongkrit

menjalankan program-program pembangunan melalusidéevisi kerja yang



ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanyegsebendahara Negara.
(treasury housé.

Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukemajemen
tersendiri dalam lembaga Baitul Mal. Baitul Malri menjaga eksistensi
harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaivekif. Sehinga dalam
konteks perekonomian kontemporer yang tidak (beluomenjadikan Baitul
Mal sebagai institusi negara, diperlukan modifikagistitusi dalam
pengelolaan wakaf tunai ifii.

Karena terdapat kebebasan memberikan jumlah wakai,tinstitusi
wakaf dapat membatasi alternatif tujuan wakaf darasyarakat (pos
penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf), aggratdoptimal
pemanfaatan wakaf tunai tersebut. Hal ini dilakukantuk menghindari
kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf tunai yangkwenpul dalam rangka
memenuhi niat akad dari para wakif. Jadi pos wdkagi dibatasi sesuai
dengan program kebutuhan masyarakat luas seperpdmalidikan (misalnya
peruntukan gedung sekolah, gedung dakwah, dand@m)-pos masjid dan
pos fasilitas umum (misalnya peruntukan jalan rggmbatan, dan lain-lain).
Banyaknya pos tergantung pada banyaknya keinginasyanakat dalam
mewakafkan hartanya pada maksud tertéhtu.

Namun, pada wakaf yang mutlak, artinya tidak dikah tujuan dan

pemberian wakaf secara spesifik oleh wakif, makdij&kan institusi

89 Mawardi Muzamil Pembaharuan Hukum Perwakafan Tanah Milik MenujuRgudan Figih
Indonesia(Semarang: Pustaka Ahkam. 1983), hal. 15.

% pid., hal. 17.

% Taufig HamamiPerwakafan Tanah dalam Hukum Politik Agraria NasibigJakarta: Tata
Nusa. 2003), hal. 27.



wakaflah yang berperan dalam hal keputusan pengguya, tentu saja
mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masgaréada wakaf tunai
yang memiliki definisi dan aplikasi seperti yandakukan oleh Prof. M.A.
Mannan, sebaiknya memang menjadi kesepakatan plam@a uberikut
intelektual agar aplikasinya tidak menemui hambét@ambatan yang
kemudian mengganggu jalannya perekonomian secaedukehan.

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang sekhtsus akan
mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nagioi@rupa Badan Wakaf
Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah rkengdinir nadzir-nadzir
(membina) yang sudah ada atau mengelola secarairmtariadap harta
wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakefi. Sedangkan,
wakaf yang sudah ada dan berjalan ditengah-tengalyarakat dalam bentuk
wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakafndddentuk itu perlu
dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf ysmgpunyai nilai
produktif perlu didorong untuk dilakukan untuk peflaaan yang bersifat
produktif °2

Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memyai fungsi
sangat strategis harus segera dibentuk dan difearagdpat membantu, baik
dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasardderi@ara nadzir
untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secarauktibd Pembentukan
BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasngelolaan secara

nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dggkan kepadanya,

% bid., hal. 27.



khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf prbditkdtegis khususnya
benda wakaf terlantar dan internasional dan prompagram yang diadakan
oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Iskdanm umat lain
umumnya.

d. Wakaf Produktif Sebagai Solusi

Pemunculan wakaf produktif, karenanya menjadi aililutama, ketika
umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut.aMatoduktif, berarti
bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utamgu#an pada upaya
yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukysaradigma yang
berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapamphar baru bagi
sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf iniktidarkehendak untuk
mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah an sich,ga@etena yang
diarahkan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menglearkan struktur-
struktur sosial yang timpang dan menyediakan latsaubur untuk
mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langgligapai ketika totalitas
diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yasejanjutnya diteruskan
dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pasi& teesebut. Langkah
taktis itu sebagai derivasi dari filosofi disyatkannya wakaf produktif
dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wgddd produktif.

Jenis wakaf produktif ini tentu saja juga sangatimeensikan sosial.
la semata-mata hanya mengabdikan diri pada kensstahumat Islam.

Sehingga, yang tampak dari hal ini adalah wakafgypro kemanusiaan,



bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan.aMak juga, yang
tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih yaga realitas umat Islam
yang berujud kemiskinan, keterbelakangan dan ketmuo
e. Wakaf Produktif Antara Harapan dan Hambatan

Besar harapan dengan dua model wakaf produktiiagdi @alam bentuk
wakaf uang, wakaf saham atau juga wakaf yang laebdt-sebut sebagai
yang lebih mampu mensejahterakan umat. Dengan inanaula, gapaian-
gapaian yang senantiasa jauh dari asa dalam atdil&e sosial sedikit akan
mendapatkan momentumnya. Modul wakaf produktif wif@gag salah satu
terobosan baru untuk mencita-citakan kesejahtesasial umat?®

Namun persoalannya justru muncul dari massa akaputj umat yang
dalam konteks Indonesia, telah membentuk karakigalsyang dalam batas-
batas tertentu malah menghambat eksistensi wakdbgtif. Karakter sosial
sebagaimana dimaksud, misalnya bangunan berpikdhaia Karena itu,
pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat dapét saja menerima
jenis wakaf produktif tersebut? Bukankah mindsetaurtslam Indonesia
khususnya sedemikian rupa telah terbentuk, utaméaay@na mereka telah
memiliki logika hukum Islam yang bersandarkan mazlempat: Hanafi,
Maliki, Syafi'i dan Hambal??

Tidak salah kiranya, kalau kemudian jenis wakadpktif baik yang
dalam bentuk wakaf uang, wakaf saham dan wakaf r#@amn@e harus

dihubungkan dengan landasan hukum yang terdapamdadadzhab empat.

% Anshori Abdul Ghafur. Hukum dan Praktek Perwakafamdonesia. (Yogyakarta: Pilar Media.
2005), hal. 23.
% Ahmad Azhar BasyitOp.Cit., hal. 8.



Pilihan madzhab empat lebih karena mayoritas ustatl di Indonesia adalah
penganut fanatik paham ahlussunah wal al-jama’ahg ydilandasi oleh

pemikiran figh empat madhab. Lebih jauh, karena ammadhab ini

dipandang mu’tabar dalam arti lebih dipandang siates dalam cara
berpikirnya, banyak referensi yang mengokohkannga fliga dipandang
lebih adaptif dalam setting masyarakat Indon&sia.

f. Batasan Wakaf Produktif

Lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tergateakaf serta
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentafak$2maan Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari sgahanemperbaharui
dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelofaanagar
mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karenawduWaf produktif
dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indofi€sia.

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi éleidakpuasan
pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) tafh@eéngelolaan harta
wakaf yang dilakukan oleh paraazhir yang berjalan sekarang ini.
Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintakunemperbaikinya
dengan paradigma wakaf produktif, antara lain deng@mbentuk undang-
undang tentang wakaf.

Jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengatd&epuasan
pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukah paranazhir, definisi

wakaf produktif secara terminologi adalah transfasmdari pengelolaan

% http://one.indoskripsi.com/node/256
% Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhaenuju Era Wakaf Produktiflakarta: Mumtaz
Publising. 2007). Hal. 162.



wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yangfegional untuk

meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

" Prof.Dr. Jaih Mubarok,M.AgWakaf Produtif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2008).
hal. 15.
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WAKAF MASJID DAN PENGGUNAANNYA

Ibadah diyakini oleh umat Islam sebagai kegiatatukumendekatkan
diri kepada Allah. Salah satu prinsip dalam berdtaddalah dilakukan secara
sembunyi-sembuny?

Salah satu keyakinannya, bahwa ibadah yang palzlaeyngalir terus
adalah berwakaf. Oleh karena itu boleh berwakafderbenda yang bermanfaat
serta bertahan lama. Seperti sawah yang maslahaimtyla kepentingan masijid.
Maka apapun yang tumbuh di sawah itu tidak bolehadfaatkan kepada yang

lain °

*Ahmad Warson MunawwirKamus Arab-Indonesia(Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir,
1984), hal. 381.

% Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husein binniat, Bughyat al-Mustarsyidin, (al-
Haramain: Jiddah Indonesia, Tt), hal. 171.



Prinsip ini tidak lepas dari pemahaman ulama yaeggatakan bahwa
wakaf adalah bagian dari sedekah (sedekah jariy&yaikh Zainuddin
menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dari sedekafalpadalah bukawasiyat,
tetapi berwakaf dengan benda-benda yang bermas#dat dihalalkan yang tidak
boleh dijual, diwariskan dan diberikan. Dan oraagg diberi amanat wakaf oleh
wakif boleh memanfaatkannya dengan cara yang kaikndemberi makan pada
temannya dengan tidak menjadi hak milikAS.

Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa sedekah seftginayah
dibedakan menjadi dua; sedekah yang hukumnya wdgib sedekah yang
hukumnya sunnah. Sedekah yang hukumnya wajib diramya adalah zakat,
sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah antar@diish wakaf masjid yang
penggunaannya untuk perawatan dan kemaslahatamdmabjh luasnya untuk
kepentingan dan kemaslahatan uffat.

Dengan demikian, wakaf yang merupakan bentuk peaafsiari amal
jariyah yang senantiasa dilaksanakan oleh umanlisklama masijid berdiri tegak
di lingkungan mereka. Dengan harapan wakaf masfdiga sawah tersebut
hasilnya dapat digunakan untuk keperluan dan kémntmasjid secara utuh.

Sebagaimana pendapat:
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190 gyaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari, Fatal-Mu'in bi Syarkh Qurrat al-‘Ain,
(Surabaya: Dar al-‘llmi, Tt), hal. 87.
101 Mohammad Daud Alil.oc.Cit., hal. 38.



Para ulama telah bersepakat sesungguhnya wakafdnrasjupakan bentuk
pengguguran dan pembebasan yang seorangpun tidedkbmaemilikinya, karena
wakaf tersebut sudah menjadi milik All&H.

Menurut Imam Syafi’'i dalam kitab yang sama adalah:

)

0 0 S0 -, [ /4/::: :/./w 9 o , . 5/;
L Sty B Gl 52 W o ey Y8 1 IV 25 5 R (o 4y 3 S
(B g S an'y 01 5 a5 B wg\&@,ﬂxg,u\;
Atau hasil wakaf digunakan pada jalan kebaikan gaibaentuk takarrub kepada
Allah. Selanjutnya harta wakaf telah lepas dariekejtikan wakif dan menjadi

tertahan oleh ketentuan hukum Allah dan wakif dil@gy menggunakannya.

Sehingga hasil wakaf wajib digunakan kebaikan merkehendak wakaf

A. Pengertian Wakaf Masjid

Ulama telah berhasil menjelaskan taksonomi fikimja@i ibadah dan
muamalah. Ulama Hanafiyah misalnya, membagi fikinjadi tiga, yaitu fikih
ibadah (hukum yang mangatur hubungan antara mawiesigan Allah), fikih
muamalah (hukum yang mengatur hubungan manusiaadesgsama makhluk)
dan jinayah (hukum yang menetapkan pelanggarakejahatan atas fikih ibadah
dan muamalah.

Meskipun demikian, ulama juga menjelaskan bahwadaba dan

muamalah masing-masing memiliki dua arti yaituddda dan muamalah dalam

192 \Wahbah Zuhailial-Fighu al-Islami wa Adillatuhu, Juz XDimsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hal.
7602.
1% pid., 7601.



arti sempit serta ibadah dan muamalah dalam &8, Idi dalamnya termasuk
wakaf untuk kemaslahatan masjid dan perawatannya.
Pengertian Wakaf Masjid
Mengingat pengertian wakaf baik secara bahasa maigtilah telah
disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, maka pengevakaf masjid

menurut peneliti berdasarkan keterangan dalam ka#df adalah:

~
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Yakni, menahan harta yang/dapat dimanfaatkan tdepgap bendanyé, dengan
cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap betedsebut disalurkan pada
sesuatu yang mubah (tidak haram) di dalamnya teamkagsnasjid, mushalla,

madrasah dan panti asuhan) yang atfa.

Dengan kata lain pengertian wakaf masjid adalatbyzg¢an hukum
manusia atau kelompok orang atau badan hukum yangisahkan sebagian dari
benda miliknya guna kepentingan ibadat untuk maafmb keperluan umum
lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan lvegicif adalah segala benda,
baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliggadeahan yang tidak hanya
sekali pakai dan bernilai tinggi menurut ajaraans!

Wakaf yang merupakan bagian dari sedakah yang ggajeaalbersifat
terus menerus. Maka menurut Imam Tagayyuddin tgniaengertian wakaf
masjid adalah memindah hak milik yang bermanfaatvéh) untuk sesuatu yang

berhak menerima wakaf (Masjitf}’

104 gl.Ramli,Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz \Dar al-Fikr, 1984), hal. 357.
195 |mam Tagayyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Huséifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayat al-
Ikhtisar, Juz I,(Surabaya: Dar al-‘llmi, Tt), hal. 257.



Selanjutnya menurut peneliti wakaf masjid berupavada adalah
tindakan wakif mewakafkan sawah yang statusnyd fateg memiliki daya tahan
kuat serta bernilai tinggi yang tidak boleh dijudigadaikan, dihibahkan dan

diwariskan.

B. Macam-macam Wakaf Masjid

Penjelasan mengenai penempatan wakaf dalam ruaggup fikih
ibadah termasuk wakaf untuk masfidabl min Allah) mengisyaratkan bahwa
wakaf yang terbaik dilakukan secara sembunyi-seyitagar terhindar danya.
Akan tetapi penempatan wakaf sebagai wilayah ibgdaly sebaiknya dilakukan
secara sembunyi-sembunyi dapat melahirkan bebedapapak yaitu sangat
sedikit orang yang mengetahui bahwa objek terteziaih diwakafkan oleh orang
tertentu dan dalam konteks benda terdaftar danabéiddk terdaftar, sebagai
pengembangan dari benda bergerak dan tidak berdgataikn hukum kebendaan
sulit dipahami bahwa wakaf sebaiknya dilakukan ecembunyi-sembunyi,
sebab wakaf tersebut melibatkan Pejabat PembuatRier Wakaf.

Mengenai benda yang diwakafkan untuk masjid bailgyiaergerak dan
tidak bergerak jumlahnya sangat banyak, tetapi &erahg diwakafkan untuk
masjid terutama di daerah pedesaan berupa bendatigak bergerak, rata-rata
meliputi:

1. Tanah persawahan
a. Pertanian

b. Tambak Ikan



2. Tanah perkebunan
Perkebunan

3. Tanah ladang

Palawijal®

Dengan lingkungan, cuaca dan bentuk tanah yange@erimembuat
tanaman berbeda pula. Sehingga kesimpulan darrdggbenacam wakaf masjid
tersebut adalah benda yang tidak bergerak yaituafvbkrupa sawah, hal ini

berdasarkan hadist Nabi Saw:
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Artinya: meayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a.: la bedta ‘Umar r.a. berkata
kepada Nabi Saw, “Saya mempunyai seratus sahamal{tatan kebun) di
Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yabglsaya kagumi melebihi
tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya” Naim, $arkata “Tahanlah
pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabififfah.

Berdasarkan hadist yang lain mengenai indikasi &dmhda wakaf

masjid adalah:
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Artinya: Sahabat Jabir r.a. berkata bahwa seluraimabat Nabi Muhammad Saw

tidak meninggalkan sedikitpun bagian harta kecu&lanya diwakafkan.

Selanjutnya Syaikh Abi Bakr menyimpulkan denganldogang bermanfaat serta

memiliki daya tahan yang kuat.

Di dalamnya termasuk:

1) Persawahan

2) Perkebunan

1% Depag R.l.Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Stratdgindonesia(Jakarta:
Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 119.
197 an-Nasa'i Dalam Kitall-Ihbas Bab Habs al-Masyehal. 3546.



3) Tanah ladang dan lain-laif?.
Menurut Sayyid Bakry bahwa yang dimaksud dengandé&émnda

wakaf adalah:
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Maksud dari harta di sini adalah benda benda yamgpak bukan berupa dirham

dan dinar, karena keduanya akan habis ketika dijaddan, sehingga tidak tersisa

sedikitpun. Yang syarat-syaratnya akan dibahas pecdahasan berikutny4.
Termasuk benda-benda wakaf dalam kitab ini adataiud-benda yang

bermanfaat serta bertahan lama, seperti sawahnk&mang, sumur dan benda-

benda lain. Sebagaimana pendapat:
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Boleh mewakafkan sawah, seperti tanah, rumah, lbatiang dan sejenisnya

dengan kesepakatan. Karena golongan dari sahabateawakafkan harta mereka
sebagaimana yang dipraktekan Umar yang mewakafaahhya di Khaibar.
Karena perkebunan bersifat kuat dan bertahan 1{&ma.
Selain pembagian benda wakaf, maka ada dua macaf weenurut
objeknya yaitu:
a. Wakaf Khairi
Wakaf Khairi adalah wakaf yang sejak semula ditajukuntuk

orang kepentingan umum, tidak dikhususkan untukgtartentu.

108

Imam Taqayyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Huserwi¢ ICit., hal. 257.

199 sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimgidilisyri, Hasyiat I'anat al-Thalibin,
Juz lll, (al-Haramain: Jiddah, Tt), hal. 157.

110\Wahbah Zuhaili.Op.Cit.,hal. 7609.



b. Wakaf Ahli
Wakaf Ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf yangupikan pada

orang-orang tertentu atau seorang atau lebih, kalitarga wakif atau

bukan. Wakaf ahli dapat dijumpai misalnya wakaf ddgo kyai yang

sehari-hari bertugas mengajar santri-santrinyadlBk-Pesantreti!
Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw bersabda:
iy el (x50 <L 2 o ST Y N s s S
Lolydl Lasl L,,,, (.3\,3\
Artinya: Diceritakan, bahwa ada tiga hal di bumingamenyinari kepada
penduduk langit sebagaimana terangnya bintangdgrdalangit yang menyinari
penduduk bumi, yaitu masjid, rumah para ulama damah orang yang hafal al-

Quran*?

Dalam hadist ini mencakup tiga hal yaitu masjidnaln ulama dan
penghafal al-Quran, lebih luasnya masjid termaswkkaf khairi, yang
kepentingannya untuk orang umum. Sedangkan rumahut@ma dan penghafal

al-Qur’an lebih luasnya adalah wakaf ahli.

C. Akad Dalam Wakaf Masjid

Secara umum rukun akad adalah dua pihak yang nielakakad dan
pernyataarfijab-gabul) dari para pihak. Akan tetapi dalam akad juga dakekad
tabarru’.

Akadtabarru’ adalah pernyataan dalam bentuk perkataan ataugiarb

yang dilakukan secara sepihak, tanpa memerlukamkpilin serta tidak

1 Abdul Ghofur AnshoriQp.Cit., hal. 31.
12 sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-DimghaMisyri, Loc.Cit., hal. 157.



memerlukan pernyataan penerimggabul). Akad ini terutama diarahkan pada
akad-akad yang berhubungan dengan ibadah sepksi, 2afaq dan sedekah.
Sedangkan akad yang tidak dapat dilakukan secgihagedisebut akadhyr
tabarru’.**?

Akad juga terdapat konsep akladim dan akadyhyr lazim Akad lazim
adalah akad yang menyebabkan terjadinya perpindidgaamilikan(intigal al-
Milkiyah), sementara akadhyr lazim adalah akad yang tidak menyebabkan
terjadinya kepemilikan benda (atau objek) yang atikian. Di antara perbuatan
hukum yang termasuk akdakzim adalah jual beli, sedangkan di antara perbuatan
hukum yang termasuk pada algtgr lazimadalah pinjam dan seW.

Secara implisit, penempatan akad wakaf dari segpinkahan
kepemilikan memperlihatkan waktu wakaf. Akad walahg diyakini sebagai
bagian dari akaghyr lazim(kepemelikannya tidak berpindah), memperlihatkan
bahwa jangka waktu wakaf terbatémsuaqqgat atau tidak muabbatl}, Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua akad delakaf masjid yang rata-
rata telah dipraktekan oleh masyarakat Indonesta:ya

1. Lazim
Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wtkafasuk
akad lazim (atau mulazamah). Oleh karena itu bgadg telah diwakafkan
bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi ikiumum (atau milik

Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telahalatkan tidak boleh

13 MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasion&lakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia,
2006), Edisi Revisi, hal. 465.

114 Jaih Mubarok©p.Cit.,hal. 40.

1bid., hal. 41.



dijual, dihibahkan dan diwariskan, karena memandyu&an lagi milik
perorangan, melainkan milik publik.
2. Ghyr Lazim

Menurut Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkasimgetap milik
pihak yang mewakafkan, karena akad (transaksi) ftekaasuk akadhyr
lazim (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda fjaka

Dari dua akad yang telah dipraktekan dan menggumstiedemen yang
berbeda dalam akad wakaf, maka dalam madzhab iSykedd wakaf masjid
disepakati milik Allah. Oleh karena itu, kepemilikavakaf untuk masjid
berpindah dari milik wakif menjadi milik umum. Hiali berarti bahwa akad
wakaf untuk masjid bersifat mulazamah.

Adapun pendapat yang disampaikan Abu Hanifah badivaa wakaf
masjid termasukhyr lazimsudah ditarik oleh pengikutnya yaitu Imam Abu
Yusuf.

Shighat yang merupakan akad berupa lafal yang menunjuldetin
wakaf seperti ucapan: Tanah ini aku wakafkan urgelamanya kepada
fakir miskin.

Sementara Sayyid Bakri membagi shighat wakaf megjédua) yaitu:
a. Sharih
Shighat Sharihyaitu akad yang menunjukkan penerimaan dan
penyerahanmaukuf dengan lafadz atau maksud yang jelas tanpa

membutuhkan niat. Seperti lafadzakaftu, Sabaltu dan Habistu.

116 Wahbah al-Zuhailial-Figh al-Islami wa Adillatuh,Juz X, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir,
1997), hal. 7602.



b. Kinayah

Shighat Kinayahyaitu akad yang menunjukkan penerimaan dan
penyerahamaukufdengan menggunakan lafadz sindiran atau lafadz
yang berbeda tetapi mempunyai maksud yang samaaehgertai niat.
Seperti lafadHaramtu, Abadtu dan Tashaddaqtu Biti.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Jalaluddin datkad yang
menggunakan dengan lafadz ya8barih tidak disertai dengan niat,
karena secara langsung akad tersebut menjadi sglardéafadzSharih
tersebut. Sedangkan ak#&dnayah harus disertai dengan niat, karena
penggunaan akadKinayah masih umum, untuk penentuannya
membutuhkan niaf?

Untuk itu akad dalam wakaf masjid tersebut adat&awah ini
aku wakafkan untuk selamanya kepada masjid ataualsaw aku
sedekahkan untuk selamanya kepada masf#telah pelafadzan akad
penerimaan dan penyerahan wakaf, maka sawah terbekan lagi
menjadi kepemilikan perorangan melainkan menjatlkmasjid secara
utuh atau dalam wakaf masjid berupa sawah kelaggsukepemilikan
untuk masjid tersebut bersifaiulazamabh.

Adapun syarat shighat wakaf adalah:

17 sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimgktvisyri, Op.Cit., 156.
18 |mam Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi Bakar al-Stiyal-Asybah wa al-Nadzair fi al-Furu’
(Surabaya: P.T. Irama Minasari, Tt), hal. 181.
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Bersifat lama, menurut jumhur selain pengikut Imdfalik, maka tidak sah

wakaf dibatasi dengan waktu, karena wakaf itu naskan harta berdasarkan

bertakarrub kepada Allah sehingga tidak boleh diiatengan waktu.
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Berlangsung, sebagaimana wakaf harus berlangsketjksetanpa digantungkan
dengan syarat dan tidak disandarkan pada waktwn&aakad wakaf adalah
mendorong pemindahan kepemilikan pada waktu itu.kaMaidak sah

menggantungkannya berdasarkan syarat seperti glaldan hibbah. Hal ini

menurut pendapat jumhur selain pengikut Imam Mafik.

D. Pengelolaan Wakaf Masjid

Dalam pengelolaan harta wakaf masjid, pihak yanlingaberperan
berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakalalhddadzir wakaf, yaitu
seseorang atau kelompok orang dan badan hukumdys@@ghi tugas oleh wakif
(orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakiiaupun dalam kitab-
kitab figh, ulama tidak mencantumkdadzir wakaf sebagai salah satu rukun
wakaf, karena wakaf merupakan ibadtbarru’ (pemberian yang bersifat
sunnah?°

Sebagaimana hadist yang disampaikan Imam Damiri:

19\Wahbah ZuhailiDp.Cit., hal. 7656, 7658.
120 Rachmadi UsmarQp.Cit., hal. 134.
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Artinya: Ketika Allah mencintai sebrang hamba, makiah menjadikannya
sebagai pembangun atau pendiri masjid dan ketikahAhembenci hambanya
maka Allah menjadikannya sebagai pembangun atadirpegmpat pemandiat?*

Kandungan hadist tersebut adalah bahwa pengurus Eeagelola
sarana-sarana yang dimiliki masjid benar-benar eeia langsung dari Allah.
Allah memilih orang-orang yang mempunyai kejujuidan penguasaan dalam
mengelola benda-benda masjid dengan pemilihan Abailaliri.

Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaig ingin
melestarikan manfaat dari hasil tanah wakaf, maddaetadaarNadzir sangat
dibutuhkan. bahkan menempati pada peran sentrdlabSei pundakNadzir
tanggungjawab dan kewajiban memelihara, menjagardargembangkan wakaf
serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakahd#agasaran wakatf.

Keterangan ini sudah tergambar dalam beberapa digaibaranya adalah:
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Buah pohan yang tumbuh di pemakaman umum itu ba&mbil dan
menggunakannya untuk kemaslahatan pemakaman itud&bma. Adapun buah
yang ditanam untuk kepentingan masjid itu milik fitasdengan catatan
penanamannya untuk masjid, sehingga penggunaaruya kembali pada

kemaslahatan masjid. Kalau buah pohon yang ditdrarga untuk dimakan atau

tidak diketahui statusnya maka itu boleh dianil.

*! Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin ‘am©Op.Cit.,hal. 173.
122 Syaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-MalibariQp.Cit., hal. 90.



Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf ydikglola oleh
Nadzir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan mensstangga harta
wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidekmberi manfaat sama
sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profedismeNadzir menjadi ukuran
yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jeqapan termasuk wakaf
masjid’?®
Sebagaimana penjelasan tentang profesionalismeriNadz
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Apabila wakif berwakaf sesuatu untuk membangun ichgsjng rusak dan wakif

tidak mewakafkan alat-alat sekaligus untuk membangasjid, maka statusnya
sebagai benda pinjaman yang sewaktu-waktu dapandialikan lagi?*

Maksud ungkapafimarah adalah pengurus atau Nadzir masjid, dengan
kata lain orang yang dipercaya wakif untuk merabetda wakaf harus betul-
betul orang yang profesional dalam membangun dangembangkan benda-

benda wakaf termasuk sawah.

Senada dengan pendapat diatas adalah:
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Sesungguhnya biaya perawatan Wakaf dan pengembwzgaergantung pada

syarat wakif, boleh diambil dari harta wakif ataaridharta wakaf, karena apa

yang disyaratkan wakif itu menentukan jalan dalarawatan dan pengembangan

123 oc.Cit.,hal. 41.
124 sayyid Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha ad-DimghaMisyri, Loc.Cit., hal. 160.



wakaf. Kalau semuanya tidak mampu maka diambilkam ldasil maukuf atau

manfaatnya, seperti hasil persawahan. Karena kalaggn pengembangan
wakaf tidak berjalan kecuali dengan hasil wakafkanbiaya wakaf adalah wajib
demi pengembangannya.

Kualifikasi profesionalisme Nadzir secara umum dipersyaratkan
menurut pandangan figh sebagai berikut: beragamaansmukallaf (memiliki
kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), balatl, memiliki
kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifadnah, jujur dan adil.

Persyaratan minimal seseorang atau lemiNa@ezir dalam pandangan
figh dari pengelolaan wakaf masjid bisa dijabarkabagai berikut:

1. Syarat Moral
a. Paham tentang hukum wakaf dan Zis, baik dalam rujsigari'ah
maupun perundang-undangan Negara RI.
b. Jujur, amanah, adil dan ihsan, sehingga dapatadipardalam proses
pengelolaan dan penggunaan kepada sasaran wakaf.
c. Punya kecerdasan baik emosional maupun spritual.
2. Syarat Manajemen
a. Mempunyai kapasitas dan kapabalitas yang baik d&Ememimpinan
wakaf masjid.
b. Mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan tanahalvatasjid.
c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektusials dan

pemberdayaan.

125 \Wahbah ZuhailiDp.Cit.,hal. 7671.



d. Profesional dalam bidang pengelolaan dan pengguhaama wakaf
mas;jid?°
Selanjutnya Wahbah Zuhaili memberikan tiga syaemtapNadzir adalah
‘adil secara dhahir, mampu mengelola hasil wakafldam®*’
Adapun harta benda wakaf masjid adalah:
1) Sarana dan kegiatan ibadah
2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatmatu serta
kemaslahatan ummat.
Sebagaimana praktek pengelolaan sawah yang berapedédsaan,
sawah wakaf masjid juga dikelola sebagaimana pkade¢agelolaan di
pedesaan ditanami menurut musim dan cuaca daesabie, dengan
pengelolaan yang profesional. Hal ini dapat dilkadti dengan hasil
yang melimpah serta memuaskan.
Artinya pengelolaan wakaf sawah Masjid tidak bethbanya pada

hasil berupa padi dan sejenisnya, melainkan dail panjualan padi

tersebut dikembangkan lagi dengan bentuk yang lain.

E. Hak dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid
Nadzir adalah orang yang menerima harta benda vaskafvakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntykanNadzir dalam

128|bid., hal. 41.

*’ Wahbah ZuhailiLoc.Cit.,hal. 7687.

128 Mohammad Daud Ali dan Habibah Daugimbaga-lembaga Islam di Indonesjaakarta: P.T.
Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 270.



mengelola wakaf tentunya banyak mengeluarkan terdm@a pikiran demi
pengembangan dan memenuhi target yang diinginkenweékif yang senantiasa
manfaat wakaf tidak hanya terbatas pada kepentinaasjid, melainkan dapat
dirasakan seluruh kalangan masyarakat. Dengan jeayah Nadzir dalam
mengelola wakaf, maka ia berhak mendapatkan haldaakhasil wakaf sebagai
imbalan dari jerih payah mengelola wakaf. Adapuk-iak Nadzir dari hasil
wakaf masjid adalah:
1. Nadzir berhak mendapatkan imbalan atau upah 10% datilbexsih atas
pengelolaan dan pengembangan wakaf masjid.
2. Nadzirberhak mendapatkan pembinaan dari ahli wakaf chagjar dalam
mengelola wakaf masjid dapat terlaksana dengan baik
3. Nadzir berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan ukunah taakaf

masjid dalam waktu akad. Sebagaimana hadis Nahi Saw
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Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a. bahwa Usn bin Khathab r.a.
memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepadabi Saw untuk
meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. la barRatahai Rasulullah
Saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pegsagia peroleh harta
yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, gmaintah Engkau
kepadaku mengenainya.? Nabi Saw menjawab, jika Rsuu tahan
pokoknya dan kemu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umeatae “Maka
Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan menkgardahwa tanah
itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwakan. la menyedekahkan



hasilnya kepada fuqara, kerabat rigab, (hamba sahayang tertindas),

sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa ogaypang mengelolanya
untuk memakan dari hasil tanah itu secara makrudjgw) dan memberi
makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sabdwarta hak

milik.*?°

Sebagai pelaksana hukum dan pengelola wakaf dertgaran
memaksimalkan hasil wakaf masjid yang tidak mengek&an pihak wakif, maka
Nadzirmempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakisanayaitu:

1. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakafdrseguai dengan
dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf masijid.

2. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf masjid.

3. Melaporkan dan membukukan dari hasil wakaf masggakia ta'mir
masjid.

Dengan demikiafNadzir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan
dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakatiagi orang-orang yang
berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidakumgsinya suatu wakaf
tergantung dari pada perdhadzir Meskipun demikiarNadzir tidak memiliki
kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkpadkeya. Para ulama
sepakat bawa kekuasadladzir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf

untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf glidmnendaki oleh waki°

Hal di atas juga disampaikan oleh Wahbah Zuhdilagai berikut:

1291 R. Bukhari, hal. 2532.
130 Depag,Op.Cit., hal. 43.
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Nadzir, secara umum mempunyai beberapa kewajlbaantdiranya, menjaga,
membangun, menyewakan, menanami, merawat wakafjhmasitkan keuntungan
baik berupa upah, tumbuh-tumbuhan dan buah-buadelanjutnya dibagikan
kepada yang berhak. Menjaga pokok wakaf dan héthtenjaga keuntungannya,
karena semuanya merupakan perjanjian wakaf dan agilan untuk
mengembangkan maukuf dan menggunakan untuk memmamgumperbaiki dan
memberikan pada yang berhak.

Dari berbagai kesulitan dan kepayaldadzir dalam mengelola wakaf
masjid berupa sawah, untuk memberi motivasi darisifitas Nadzir dalam
perawatan wakaf masjid berupa sawah, maka pihaggupes masjid memberikan
hak dan bagian tersendiri untiNadzir yaitu 10% dari hasil sawah atau hak
Nadzir tersebut tergantung pada kesepakatan yang tedalbsn penerimaan dan

penyerahan sawah tersebut. Sebagaimana pendapat:
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Nadzir tidak boleh mengambil untung dari tanamammbyang dlwakafkan untuk
dirinya tanpa izin dari hakim sebagai penguasa &egla Apabila ia melanggar

maka ia boleh dipecat secara cuma-cuma dan wajibanggung semua

131 Wahbah ZuhailiDp.Cit., hal. 7688.



keuntungan yang telah dipergunakan dalam perawaaaia wakaf, itu benar.
Apabila wakif telah memberi izin kepada nadzir dalpenyerahan wakif untuk
menggarap dan menanaminya untuk dirinya atau haesuai dengan adat yang
berlaku maka itu boleh, karena kebiasaan yanglaepada wakif seperti syarat
dalam wakif'*

Artinya Nadzir dalam mengelola maukuf berhak meatlean imbalan
yang sesuai dengan perjanjian pada waktu penerimaarpenyerahan maukuf

atau menurut hukum Nadzir berhak mendapatkan 10Phasil maukuf.

BAB IV
PENGGUNAAN ASET WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEPERLUAN
HIDUP MENURUT TINJAUAN UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN FIQ H

SYAFI'IYYAH

2 Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin ‘amOp.Cit.,hal. 174.



Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi dan keunesyari’ah yang
dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Melalui fyag@hak-pihak yang
berhak menerima manfaat wakaf akan dapat memerebtkhannya. Seiring
dengan perubahan dan perkembangan undang-undaigg nyangatur tentang
wakaf, serta untuk meningkatkan atau memaksimdikagsi wakaf, pengelolaan
wakaf pun berubah menjadi pengelolaan wakaf yaofggional.

Dengan pengelolaan yang profesional serta perawaag maksimal
tanah wakaf dapat menghasilkan keuntungan dan peitgh yang maksimal
juga, dari hasil wakaf tersebut, semua pihak yaaggat membutuhkan
mempunyai harapan dan angan-angan untuk mendagzdkéan dari hasil wakaf
tersebut, dengan harapan dan bagian yang merata.

Perataan pembagian wakaf merupakan salah satui fyagg harus
dilaksanakan oleh pengurus wakaf, dengan harapgat daembantu beban dan
tanggungan yang dapat memberatkan hidup merekgj tegrapan yang dibangun
sejak lama akhirnya terputus dan menjadi sirna aengrjadinya fenomena
bahwa banyak di antara sekian hasil wakaf digunakdnk keperluan hidup dan
kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana fenomena ygaditdi daerah perdesaan di
mana Nadzir memanfaatkan hasil wakaf secara pribaeiapi dalam
penggunaannya masih belum jelas bagaimana keadmarkahdisi ekonomi

pengurus/Nadzir. Sebagaimana keterangan:
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Menurut pendapat yang jelas, bahwa Nadzir Khasktideleh
mengambil hasil wakaf yang telah disyaratkan olehkify yaitu untuk
kepentingan mas;jitf>

Maka peneliti akan menguraikan dengan jelas tentamgdisi dan
keadaan ekonomi yang melatarbelakangi Nadzir yangnb memanfaatkan hasil

wakaf secara pribadi, sebagai berikut:

A. Profil Nadzir

Profil merupakan suatu gambaran nyata dalam de@ang yang perlu
dijelaskan dan diuraikan secara gamblang baik meligsan, tulisan atau media-
media yang lain, dengan harapan bisa mendapatkayeg@n dari pihak yang
bersangkutan.

Nadzir dapat berupa perorangan, lembaga atau baddkaf yang
semuanya berperan untuk mengurusi, mengembangkamelafungsikan wakaf
dengan tepat sasaran, tanpa digunakan untuk kegentipribadi, kecuali
kebutuhan yang seperlunya dan berstatus dihalalkan.

Nadzir yang mengelola tanah wakaf tidak selalutbers kaya, bahkan
Nadzir yang menggarap tanah wakaf di sini adalabté®is miskin yang sudah
beristri dengan dikaruniai satu anak laki-laki d&@um mempunyai rumah sendiri
yang mana Nadzir bertempat tinggal dengan kedusgydranya. Artinya ia tidak

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan tidak pueyai pekerjaan tetap,

3 sayyid Abdurrahman bin Muhammdehtawi Kubra al-FighiyahJuz 3, (Ttp), hal. 278.



hanya sebagai buruh tetangganya. Dalam pandangameryggarap tanah wakaf
dapat membantu beban kebutuhannya.

Status kemiskinan Nadzir tidak selalu mengakibatkanyelewengan
dalam penggunaan hasil wakaf, di samping itu idahdpaham tentang agama,
bahkan dengan adanya ia merawat tanah wakaf dapaghasilkan kemanfaatan
yang kembali pada dirinya dan pada pengembangah taakaf tersebut. Karena
di sisi lain tujuan wakaf adalah untuk membantungrarang fakir miskin.

Dalam penentuan memilih Nadzir tidak disyaratkamutakaya dan
miskin atau berpendidikan tinggi, tetapi ia adad@ng yang amanah, jujur dan
mampu mengelola tanah wakaf dengan baik, sehinggiaiNyang berstatus kaya
boleh menerima upah dari perawatan wakaf, apalagizil yang miskin boleh
menerima upah. Dengan harapan wakif tentunya hgatey diwakafkan itu
bermanfaat terus menerus, dan dialah yang palingyetehui orang yang mampu
mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan watalkkeadaan Nadzir
miskin.'**

1. Nadzir
Nadzir adalah orang yang ditunjuk wakif untuk menigu wakaf
yang berupa tanah yang diberikan kepada masjideS@ma dari pihak
wakif sudah paham dalam memilih Nadzir wakaf dapedimbangkan
dengan matang, bukan hanya itu pasti melalui musssgw dengan

pengurus masjid dan masyarakat sekitar tentang amdan kejujuran

134 Wahbah al-Zuhaili.QOp.Cit., hal. 216.



Nadzir tersebut® Sehingga wakif berani memberikan amanah berupa
wakaf tanah kepada Nadzir.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nadzbasai salah
satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahw# aaus menunjuk
Nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik Nadzir tersetmitif sendiri mauquf
alaih atau pihak lain, bahkan ada kemungkinan NMagaiterdiri dari dua
pihak yakni wakif dan mauquf alaihny4.

Dengan modal kepercayaan dari wakif akhirnya ia eriema
menjadi Nadzir. Selain itu sebelum diangkat menjbdidzir di mata
masyarakat ia terkenal baik dalam beribadah, BFakSi dengan
masyarakat sangat baik dan sopan dalam berpeskkingga masyarakat
dan pengurus sepakat mempercayakan wakaf tanatidmeza

Melihat perilaku dan keterangan masyarakat seklit@berapa
sumber mengatakan dalam pendidikan agama sudalatsemigip untuk
menunjang dalam mengurus wakaf tanah masjid selain juga
mendapatkan pengarahan dari tokoh dan ta’mir masgtingga Nadzir
paham dan mengerti tentang hukum, kegunaan danaatahésil wakaf

tanah yang sebenarnya. Sebagaimana keterangan:
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135 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10,(ayat
3¢ Wahbah al-Zuhailil.oc.Cit., hal. 231.



Pendapat selanjutnya adalah pendapat selain golomgalzhab, seperti
Imam Nafrawi, Amir dan Dasuqi, yaitu Nadzir bolefemggunakan hasil
wakaf yang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf.

Namun dalam segi pendidikan, Nadzir tidak diharoska
berpendidikan tinggi. Karena pada dasarnya siapdppat menjadi Nadzir
asalkan ia berhak melakukan tindakan hukifmkan tetapi karena tugas
Nadzir adalah menyangkut harta benda yang manfaathgrus
disampaikan kepada pihak yang menerimanya, malkdaaiNadzir harus
diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugkaf.

Walaupun ia sudah cukup dalam ilmu agama, tetapdigé&an
formalnya layak sebagai penunjang dalam mengurdsafwenah serta
hasilnya, dengan tujuan profesional dalam mengumengelola dan
mentasarrupkan hasil wakaf dengan tepat sasaraen&alalam kontek
manajemen, Nadzir termasuk sumber daya manusiahgamg berjiwa dan
memiliki ketrampilan wiraswasta’

2. Kondisi Keluarga dan Ekonomi Nadzir

Kondisi merupakan keadaan luar yang tampak darNaidzir dan
keluarganya yang menentukan apakah keluarga Nhizip bahagia atau
sebaliknya. Selama menempuh hidup baru, yakni kefntangga dengan
dilandasi pemahaman agama yang kental serta kemmeamay kuat sampai

dikaruniai satu anak, sekilas kondisi keluarga Na@mpak hidup rukun

137 sayyid Alawi al-Maliki al-HasaniMajmu’ Fatawa wa Rasai(Ttp), hal. 144.

138 Muhammad Daud AliSistem Ekonomi Islam Zakat dan Waka#ékarta: Universitas Indonesia
Press, 1988), hal. 92.

139 Abdul Hamid Mursi, SDM yang Produktif Pendekatan al-Quran dan Saitesj, Moh.
Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) Sal.



berdampingan bersama keluarga layaknya masyarad@d pmumnya.
Artinya Nadzir mampu menahkodai keluarganya deng@mang dan
berwibawa, dengan menyadarkan keluarganya bahwgp Il tidak selalu
dalam kondisi bahagia atau sebaliknya.

Dalam menjadi Nadzir tidak harus kaya dan miskirglammkan
mempunyai sifat adil. Jumhur ulama berpendapat hayang dimaksud
adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan mi@mjauhi yang
dilarang syari’at, selanjutnya Nadzir tidak harakidlaki, karena ‘Umar
berwasiat agar Hafsah menjadi Nadzir dari hartagydiwakafkannya.
Dengan demikian Nadzir dapat menikmati hidup yaefgesarnya yaitu
kondisi nyaman bersama keluarda.

Ekonomi adalah segala usaha manusia dalam memenuhi
kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnyauidepandangan
masyarakat luas bahwa kebahagiaan kehidupan betamgaia salah
satunya ditentukan oleh ekonomi, dengan penghasiggi Nadzir akan
hidup bahagia dan akan hidup susah dengan perahasing rendah.
Dengan kata lain keluarga Nadzir termasuk dalanedaat fakir miskin
yang berhak menerima zakat. Selain itu pertaniarg y@&anya musiman,
maka pekerjaan apapun ia lakukan demi mencukupitbbbn keluarganya
tanpa menghiraukan ia berstatus Nadzir yang secesial lumayan tinggi

wibawanya. Sebagaimana keterangan:

140\Wahbah al-ZuhailiQp.Cit., hal. 232.
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Ketika berwakafmauquf alaihharus ada dan tidak terdiri dari
sesuatu yang hilang wujudnya, kecuali wakif menarupihak yang lain,
seperti wakif mewakafkan kepada anak-anaknya keanulepada fakir
miskin!*
Walaupun ia berstatus fakir dan miskin tetap bdrasmerawat
tanah wakaf yang nantinya juga mendapatkan bagéah tasil wakaf
tersebut, sehingga dengan bagian dari hasil wak@dht dimungkinkan

dapat membantu meringankan beban berat hidup Nagaing

berpenghasilan rendah. Kaidah figh mengatakan:
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Barang siapa yang banyak usahanya, maka banyak pula
penghasilanyd? Hal ini menandakan bahwa Nadzir selalu bersungguh-
sungguh dalam merawat, mengelola dan mengembangken wakaf
tersebut.

B. Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif

Bila dipandang dari sudut hukum Islam semata-nvaeka soal wakaf
menjadi begitu sederhana asalkan dilandasi keps@oaylan dianggap telah
memenuhi ketentuan format dengan pengelolaan yaaif pula. Artinya

kemudahan administratif dengan tidak ada prosedng yumit dalam berwakaf,

141 Musthafadib al-Baghaal-Tadzhib fi Adillat Matan Abi Syuja{Surabaya: al-Hidayah, tt), hal.
144.
142 Abdulhamid HakimMabadi’ Awwaliyah,(Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1927), hal. 43.



namun demikian di sisi lain kemudahan itu berakpesda kesulitan pengawasan
dalam pengelolaan hasil wakaf.

Seorang Nadzir bertugas dan bertanggung jawab nfereel harta
wakaf, mengelola, mengawasi, memperbaiki, mengegkaam harta wakaf,
menyalurkan hasil wakaf kepada pihak yang menenymaan mempertahankan
harta wakaf dari gugatan orang |ath.

Adapun praktek pengelolaan hasil wakaf masjid texgay kebijakan
pengurus masjid, dapat juga dibelikan benda-beradey Yoerhubungan dengan
masjid dan benda-benda lainnya yang dapat dikenkibangang dikelola kembali
dengan harapan hasil wakaf tanah masjid dapat glatirsebagaimana yang
harapan wakif. Sebagaimana ungkapan:

Muhammad Ubaid al-Kubaisy mengungkapkan bahwa Mdwrtugas untuk
mentsharrupkan (membelanjakan) wakaf. Dalam meatagbtkan harta
wakaf tersebut ada yang sifatnya wajib dan ada yafagnya jaiz. Yang
dianggap wajib dikerjakan oleh Nadzir adalah mergemgkan wakaf,
melaksanakan hak-hak wakaf dan menjaganya, mekgallkeuangan wakaf
dan menyampaikan hak-hak penerima wakaf. Sedangkag sifatnya jaiz
dilakukan oleh Nadzir antara lain menyewakan walesigan menanami tanah
tersebut dengan berbagai tanaman, mendirikan bangiinatas tanah wakaf
untuk disewakan dan merubah peruntukan wakaf jikek tsesuai lagi dengan

tujuan wakaf-*

143 Mansur Ibnu Yunus al-BahutiKasysyaf al-Qaana’an Matan al-Igna’ Jil I\(Beirut: Dar al-
Fikr, 1982), hal. 268.

144 Muhammad Ubaid al-Kubaisphkam al-Wakf fi Syari'ah al-IslamiyatBagdad: Matba’ah al-
Irsyad, tt), hal. 187-208.



1. Luas Tanah Wakaf
Hasil wakaf tanah masjid dapat melimpah salah gataitunjang
dengan keluasan tanahnya, di samping itu perawa@ao maksimal serta
ketekunan Nadzir dalam mengelola hasil wakaf. Melibkasi tanah wakaf
tersebut didaerah yang strategis baik secara pangd&ngan kondisi tanah
yang subur, sehingga dapat dipastikan hasilnyaasanglimpah ruah serta
memuaskan kepada Nadzir dan jajaran pengurus masjid
Adapun luas tanah sawah wakaf Masjid Baitul Hudaorytr
adalah 1320 ¥ yang memiliki tipe tanah subur dengan ditopargrawdan
irigasi yang memadahi serta perawatan yang maksisslingga hasil
panen dari tanah seluas 132G Bitaksir mencapai 7 (tujuh) sampai 8
(delapan) kwintal padi basah.
a. Sejarah
Wakaf yang merupakan ajaran Rasulullah sebagainggou
untuk meringankan beban manusia di akhirat nantkaiv juga
dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sampai padearzasekarang,
sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khatab.
Melihat bangunan atau tempat-tempat ibadah oraaglyang
tidak layak, terutama bangunan Masjid Baitul Hudeojb, karena di
pedesaan jarang yang membantu pembangunannya dénugsung
menggunakan uang tunai, maka salah satu solusttafaramewakafkan
tanah untuk kepentingan masjid. Dan pada tahun a8@5wakif yang

mewakafkan tanahnya yang berupa sawah untuk miasgdbut nama



wakif adalah Bu. Supirah yang mana sawah itu digenma kepada pihak
ta’mir Masjid Baitul Huda.

Kemudian pada tahun 2003 oleh pihak ta’'mir disesahkepada
Bapak Sabar (Nadzir) yakni orang yang mengelolaabatersebut.
Karena dengan merawat tanah yang hasilnya duadikém setahun,
maka hasilnya dapat digunakan untuk membenahi tetepgoat ibadah
dengan tanpa merepotkan orang lain, bahkan dapabaru mereka
yang derajatnya kurang seimbang dalam ranah sdSe&bagaimana
pendapat:

Konsep-konsep Islam yang sudah membumi, dalam tetnpo
puluh tahun saja telah mampu memimpin dunia yamgagga sanggup
membungkam suara penentangnya, karena dengarasyslam mampu
menginjeksi dan mendidik mereka hingga sampai paésaajat
kemuliaan, karena Islam adalah agama mampu mewanjukikadilan di

muka bumi init*®

b. Jumlah
Adapun jumlah tanah yang diwakafkan wakif adalalid@a)
petak, yang berlokasi sebelah selatan dari sawphkBaupar, utara dari
Bapak Kasdi, timur Bapak Tayyibin dan sebelah badaaitkalen, dengan
bentuk tanah subur dengan didukung pengairan yamgaaiai.

c. Hasil

145 M. Yusuf Qardlawi,al-Madkhal fi Dirasat al-Syari'ah al-IslamiyahTerj. Muhammad Zakki
dan Yasir Tajid, Membumikan Syari'at Islam. (SungzeDunia limu, 1997), hal. 31.



Dari tanah seluas 1320°Miitaksir mencapai 7 (tujuh) sampai 8
(delapan) kwintal padi basah. Hasil tersebut dantbk tanaman padi
yang subur, kalau keadaan tanaman padi yang kisabar biasanya
menghasilkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kwintal peeciah.

. Sistem Penggunaan Hasilnya

Pada waktu itu hasil dari sawah tersebut oleh Nadatuk
merawat tanaman berupa padi maupun palawija yatagmaih secara
bergiliran serta untuk kepentingan keluarganya.

Seharusnya langkah awal dalam menangani hasibtérdebih
dulu dibagi dengan pihak pengurus masjid sertapdilan berapa
jumlah hasilnya, pengelola mendapatkan 2 (dua) telvidari hasil
tersebut, selebihnya diserahkan pada pengurusdngisjiena pengelola
yang bertanggung jawab dan merawat tanah wakahgghi pantas
mendapatkan imbalan dari jerih payahnya, walaupanyd sebatas
untuk memberi semangat dalam mengelola tanah wakaf.

Penggunaan hasil wakaf biasanya tergantung padh veakaf
mewakafkan tanahnya, dapat diperuntukkan untuk rkegpe masijid,
pondok pesantren dan madrasah. Melihat niat waalgymewakafkan
tanahnya yang hasilnya diperuntukkan kepentingasjif&aitul Huda
Mronjo, maka semua hasilnya harus diberikan padsjiM8aitul Huda
Mronjo.

Melihat wakaf ini termasuk wakaf Khairi, yang agtnhasilnya

ditujukan kepada fakir miskin, yatim piatu paramég atau kepada



sesuatu bukan manusia seperti masjid, sekolah,i @eothan dan
sebagainya. Semua wakaf yang demikian adalah senaéa untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Imam Syafitengatakan
bahwa wakaf juga sah sekalipun segi pendekatakepada Allah tidak
kelihatan seperti wakaf kepada orang kaya, kaurmmizidan orang
fasik*®
2. Sistem Pengelolaan
Sistem adalah cara yang teratur untuk melakukaruates
sedangkan pengelolaan adalah bentuk praktek ddailNgalam mengelola
dan mengurus wakaf produktif dengan cara yang uwerdan mudah.
Dengan demikian sistem pengelolaan adalah cara yaragur dalam
mengelola tanah wakaf masjid dengan cara yang midaaimaksimal.
Salah satunya dengan cara menyewakan, Nadzir boleh
menyewakan dalam jangka waktu satu sampai dua talpabila wakaf itu
berbentuk tanaH!
Sistem pengelolaan tanah wakaf dapat dilihat dandisi tanah.
Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidakgor#nngkan secara
ekonomi. Walaupun letak tanahnya strategis sedavaoei, tetapi jika
tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang memadai ntakah tersebut
akan ditinggalkan atau tidak diurusi oleh para Nadakaf. Kondisi tanah
wakaf seperti ini memang dibutuhkan kemampuan péadzir untuk

mengelola secara produktif yang tidak selalu bertasi pada penggarapan

146 Nazaroeddin Rachmatlarta Wakaf,(Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hal. 60.
147\Wahbah al-ZuhailiQp.Cit., hal. 235.



di bidang agraria. Namun tentu saja hambatan yamgnu dialami
perwakafan adalah minimnya kemampuan para Nadzikafvaintuk
memecahkan persoalan tersebut.

Hambatan yang cukup mencolok untuk mengelola tamakaf
secara produktif adalah kemampuan sumber daya magpeisggarap yang
tidak profesional. Kondisi ini banyak dialami olpara Nadzir wakaf yang
ada di pedesaan hampir di seluruh pelosok nusarfialava kemampuan
penggarap masih sangat minim.

Sebagaimana tanah-tanah yang berlokasi di pedesaa, wakaf
masjid yang berlokasi strategis baik secara irigasigairan dengan tanah
yang subur dan perawatan pupuk yang maksimal, s@catematika dapat
menghasilkan panen yang melimpah dengan harapanat dap
mensejahterakan masyarakat banyak.

Melihat tanah wakaf masjid di daerah yang tanalsaysat subur,
sehingga jenis tanamannya tergantung pada musigirganjadi kebiasaan
masyarakat setempat. Selain itu yang sangat memukgberhasilan tanah
wakaf masjid adalah kematangan kemampuan dan aptyai Nadzir
dalam mengelola tanah wakaf tersebut.

Pengelolaan selanjutnya adalah dengan cara laonlgaih banyak
kemaslahatannya dari penyewaan dengan waktu yarag1a
Selain dukungan internal, Nadzir juga mengikutepghn perawatan tanah

yang diselenggarakan Kelompok Pertanian setempatg ymenjadi

148 pid., hal. 71.



kemampuan tambahan dalam mengelola dan mengemlmatagieh wakaf
atau disebut dukungan eksternal.
3. Hasil Pengelolaan

Melalui sistem pengelolaan yang baik, tanah wakasji yang
dilaksanakan dengan sunguh-sungguh dan rasa ogtimgg, maka dari
hasil pengelolaan tersebut menghasilkan 7 (tugdmpai 8 (delapan)
kwintal padi basah.

Dari hasil tersebut diserahkan pada ta’'mir masjiesuai
kesepakatan sebelumnya, langkah selanjutnya adat@dmnfaatkan untuk
keperluan masjid dan selebihnya diberikan kepadsyanakat yang berhak
menerima bantuan. Penyaluran tersebut juga metalilsyawarah antar
pengurus masjid dan masyarakat sekitar yang teatuNgdzir juga

berperan dalam penyaluran tersebut.

C. Penggunaan Hasil Pengelolaan Wakaf Produktif Untukkeperluan Hidup
Melalui serangkaian dan proses yang memakan waltg lama mulai
akad penerimaan dan penyerahan sampai penggarapam Wakaf, maka tiba
saatnya adalah memanen hasilnya, selanjutnya hiaaléepada yang berhak.
Wakaf merupakan ungkapan hamba yang masuk dalagkufn
pengabdian kepada Allah, wakaf juga salah saturegsmasa cinta dan rasa sosial

tinggi seseorang kepada masyarakat atau lembaganyambutuhkan.



Melihat biaya kebutuhan masyarakat yang semakimggtin baik
menyangkut kebutuhan sehari-hari, pendidikan amakkdbutuhan sosial, selain
itu keadaan Negeri yang semakin terjepit dalam ekonya, maka wakaf
merupakan solusi tepat untuk mengurangi tanggupgarerintah.

Pada saat beban pemerintah dan beban orang-oraggigiak mampu
juga berkurang dengan adanya ide wakaf yang seharubarapan mereka,
akhirnya pupus dengan adanya penggunaan hasil walkaf Nadzir yang
kebetulan keadaan ekonomi Nadzir adalah miskinarffghya peneliti akan
mengungkap kasus penggunaan hasil wakaf untuk lkepehidup, kemudian
peneliti padukan dengan konsep wakaf menurut Syaifi.

1. Kasus Penggunaan
Kasus adalah masalah yang bicarakan melalui mégu tdan
diskusi antar seseorang. Penggunaan hasil waka§ yseharusnya
difungsikan untuk kepentingan masjid dan kesejaatemasyarakat, tetapi
digunakan untuk keperluan hidup pribadi Nadzir. Blgenggunaan yang
dilakukan Nadzir ini disebut kasus. Adapun yang jaginfokus peneliti
dalam mengungkap penyalahgunaan hasil wakaf unggerkuan hidup
adalah:
a. Cara Penggunaan
Merujuk pada penyerahan dan penerimaan tanah whkhfva
akadnya termasuk kategori ak&dtlkhabarahdan Muzara’ah, dalam
akad tanah wakaf pihak Nadzir mendapatkan 10% lkasil tanah

wakaf, selain biaya perawatan tanaman tersebut.



Melihat keadaan Nadzir yang miskin dengan ekonangyendah
ditambah dengan biaya perawatan wakaf tanah, sghingtuk biaya
perawatan tanah wakaf ia harus berusaha keras nmenkaksimalkan
hasilnya.

Selain itu Nazdir tidak memiliki pekerjaan tetapehsgga
kebutuhan sehari-harinya dapat mengambil dari hasikaf tanah
tersebut, selebihnya diserahkan pada masjid. N&#zani seperti itu,
karena ia juga termasuk orang yang berhak mendapadntunan dari
tanah wakaf, walaupun ia sudah mendapatkan 10% hdesil tanah
wakaf tersebut.

Keadaan Nadzir yang miskin memaksakan hasil waigafn@akan
untuk keperluan hidup dengan sewajarnya. Sebagaimemgkapan
bahwa:

Nadzir mempunyai kewajiban yang cukup berat
tanggungjawabnya, juga mempunyai hak untuk menkapat
upah/imbalan dari jerih payahnya asal sewajarnyatdiak bermaksud
untuk memperkaya ditf?

Adapun cara penggunaannya adalah dengan menjuan pan
tersebut baik masih basah, kering bahkan dijualugzer beras,
selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan Nadzdirseselama tidak
untuk memperkaya diri.

b. Jumlah Penggunaan

149pid., hal. 347.



Adapun jumlah penggunaan hasil wakaf produktif kntoasjid
biasanya disesuaikan dengan kebutuhan Nadzir seAdinya Nadzir
dalam menggunakan hasil dari tanah wakaf hanyajsewa bukan
untuk memperkaya diri.

2. Pandangan Figh Syafi'iyyah
a. Tentang Cara Penggunaan

Menurut figh Syafi'iyyah bahwa cara penggunaan Ihaakaf itu
dikembalikan pada pihak wakif, baik untuk masjiéngdok dan fakir
miskin. Sebelum hasil wakaf dimanfaatkan semestagm@ pihak yang
bersangkutan mengadakan musyawarah. Adapun peragguhasil
wakaf adalah untuk kepentingan kebaikan sebagaukgrendekatan
kepada Allah. Sebagaimana pendapat:

J\”“‘J‘ Lﬁr}))%g}"}wdﬂ;‘
Atau hasil wakaf dlmanfaatkan kepada kepentlngatualkan sebagai
bentuk pendekatan kepada Alfah.

Karena harta yang telah diwakafkan statusnya sodatjadi milik
Allah, sehingga siapapapun tidak boleh mengambilsiealipun dari

pihak wakif. Sebagaimana ungkapan:

G e« ,&J\;},%uﬂnggp&;ggagmg\g&;& Lo o
L3

10 pid., hal. 7601.



Harta yang telah diwakafkan statusnya tertahara segnjadi hak dan
hukumnya milik Allah, pihak wakif tidak boleh mengmkannya dan
hasil wakaf dimanfaatkan untuk tujuan wakaf itucker>*

Melihat tugas Nadzir yang sangat berat, maka Nagaing
statusnya kaya terutama fakir miskin, berhak memeergaji baik dari
wakif, hakim atau dari hasil wakaf itu sendiri. &ghimana pernyataan:
Adapun golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa yaegetapkan gaji
Nadzir itu wakif, mengenai jumlahnya sesuai dengatentuan yang
telah ditetapkan wakif. Jika wakif tidak menetapkgah bagi Nadzir
menurut madzhab Syafi'l Nadzir tidak berhak mentlegra gaji. Jika
mengharapkan gaji Nadzir harus mengajukan permohdepada
hakim. Selama tidak mengajukan permohonan Naddektiberhak
mendapatkan gaji tersebut. Jika ia memohon gajiad@phakim,
sebagian Syafi'iyyah Nadzir berhak mendapatkan gafig seimbang,
sebagian yang lain menyatakan bahwa ia sebenaidg berhak
menerima gaji kecuali keadaannya sangat membutulid@am hal ini
mereka mengkiaskan tanggung jawab Nadzir terhadap &ecil, ia
tidak berhak mengambil hartanya melainkan hanyaksgmya dengan
ma’ruf ketika ia memerlukanny& Pendapat sebagian golongan
Syafi'iyyah berdasarkan firman Allah mengenai malsglerwalian yang

terdapat dalam surat al-Nisa’ ayat 6.

151 |pid., hal. 7601.
152 pid., hal. 348-349.
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Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai merekakap umur untuk
kawin. kemudian jika menurut pendapatmu merekan te¢adas (pandai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada merekdakhartanya.
dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebihi tatas kepatutan
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakgnrsgbelum
mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihararnampu, Maka
hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta agakm itu) dan
Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makant&atu menurut
yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan Haapmda mereka,
Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentanggoahan itu) bagi
mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atasagsian itu).
Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap merekaatepkeagamaan,
usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampetahui bahwa
anak itu dapat dipercayai.

Walaupun tujuan dan penggunaan wakaf yang seharusny
dimanfaatkan sebagaimana kehendak wakif dan siaptgak boleh
memanfaatkannya. Selanjutnya berdasarkan data-gatey kami
dapatkan, maka Nadzir yang mempunyai tanggung jdvesiar dalam
mengelola harta wakaf, maka ia pantas dan berhaldapatkan upah

dari hasil wakaf itu sendiri sebagai imbalan dataarawat wakaf.

. Tentang Jumlah Penggunaan
Dalam madzhab Syafiiyyah jumlah penggunaan atau

memanfaatkan dari hasil wakaf untuk keperluan hidtgu keperluan



lainya tidak ditentukan jumlah dan ukurannya. Sebragna hadist Nabi

Saw:
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Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar r.a. bahwa Umn bin Khathab r.a.
memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepadabi Saw untuk
meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. la barRafahai Rasulullah
Saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pesagia peroleh harta
yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, gmaintah Engkau
kepadaku mengenainya.? Nabi Saw menjawab, jika keaou tahan
pokoknya dan kemu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umetatze “Maka
Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan menkgardahwa tanah
itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwakan. la menyedekahkan
hasilnya kepada fugara, kerabat rigab, (hamba sahayang tertindas),
sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa ogayang mengelolanya
untuk memakan dari hasil tanah itu secara makrudj@&y dan boleh
mengambilnya dengan tidak menjadikannya sebagaitibhn pokoR>*

Menurut Imam Ahmad Nadzir berhak mendapatkan upagy
telah ditentukan oleh wakif. Jika wakif tidak meng@mn upah Nadzir, di
kalangan Hanabilah terdapat dua pendapat. Pengefgama menyatakan
bahwa Nadzir tidak halal mendapatkan upah kecuaiy& untuk makan
seperlunya. Pendapat kedua menyatakan bahwa Neaj#ir mendapatkan
upah sesuai dengan pekerjaantija.

3. Pandangan UU No. 41 Tahun 2004

134 R. Bukhari, hal. 2532.
154 Muhammad Ubaid Abdullah al-Kubaisyioc.Cit., hal. 219.



Wakaf adalah perbuatan hukm wakif untuk memisatdamatau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk amfi@atkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesmgah kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan unamuarat syari'ahi>
a. Unsur Wakaf

Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi unsurafwsdbagai

berikut:

1) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bend&nya.

2) lkrar wakaf adalah peryataan kehendak wakif yangapkan secara
lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafikarta benda
miliknya.

3) Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wa&afwakif
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan péannya.

4) Harta benda wakaf adalah harta benda yang mendiéika tahan
lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunia
ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif

5) Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, selanjutnya disabh PPAIW,
adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh NMentguk
membuat akta ikrar wakatf.

6) Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independenuk unt

mengembangkan perwakafan di Indonesia.

%5 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Pengtlmdangan Tentang Kompilasi
Hukum Islam, Cet. |, (Bandung: Fokusmedia, 2008), $4.



7

8)

Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Rlkgodbnesia
yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawabadhriy agama.

. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf,ahbenda wakaf

hanya hanya diperuntukkan bagi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Sarana dan kegiatan ibadah

Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yapiatu dan bea
siswa

Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidakebtmgan
dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, menurut UU No. 41 Tahun 2004 dayh F
Syafi'iyyah bahwa keduanya membolehkan penggunaesi hset
wakaf untuk keperluan hidup pengelola dengan tlokdkebihan dan
tidak menjadikannya sebagai pokok penghasilan bi&ydup

pengelola serta tidak bertentangan dengan syadah peraturan

perundang-undangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti data-data valid dari berbagai bkitaadzhab
Syafi'iyyah, maka dari pembahasan di atas jelasvaabU No. 41 Tahun

2004 dan sebagian besar ulama terutama madzhahygght
1. Pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil vpagdtiktif masjid
Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan seharitetarga pengelola.
2. Membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dasilhwakaf itu
sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa kBdab Artinya
Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% (semdrgen) dari wakif
atau hakim daerahnya, serta tidak bertentanganademsgariah dan

peraturan perundang-undangan.



B. Rekomendasi
1. Akademis
Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memertajarsatah-
masalah wakaf terutama dalam mengembangkan darefonparta
wakaf produktif.
2. Nadzir
Diharapkan berhati-hati dalam mengelola wakaf dampu
mengembangkan aset hasilnya sesuai tujuan dani fuagaf, yaitu demi

kepentingan/kemaslatan ummat.

3. Masyarakat
Melihat wakaf merupakan sumber yang berpotensi nidala
mewujudkan cita-cita pemerintah untuk mengentadtemiskinan serta
membangun ekonomi masyarakat yang pada umumnyaobalnpas-
pasan. Dengan adanya wakaf diharapkan masyarakamé&mbantu dan

mendukung pengembangan wakaf.
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